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PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)
Ketua Peneliti:
Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI
Anggota Peneliti:
Dr. Soraya Devy, M.Ag
Asmaul Husna, S.Hi.,, M.Hum

Abstrak

Penelitian ini membahas membahas tentang peningkatan perceraian
di Indonesia (studi kasus di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi
Selatan). Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) apa yang
melatarbelakangi peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan
Provinsi Sulawesi Selatan? 2) bagaimana dampak yang ditimbulkan
atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi
Sulawesi Selatan? 3) bagaimana respon pemerintah terhadap
peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi
Selatan? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan
data, studi literatur, Angket dan wawancara, sedangkan lokasi
penelitian adalah di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Secara umum, dapat
dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
perceraian di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan
Provinsi Aceh adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya
pemahaman agama, faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor
rendahnya rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri. 2)
Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang
ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian
berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa. 3)
Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh pemerintah
dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan bimbingan pra
nikah, membuat materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan
pencegahan perceraian, membuat lomba keluarga sakinah yang
diadakan Kemenag, Membuat modul bimbingan perkawinan untuk
calon pengantin yang diadakan Kemenag.

Kata Kunci: Peningkatan, Perceraian, Indonesia, Aceh, Sulawesi Selatan
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus perceraian masih
terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu,
setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Hal ini
disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof
Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka
perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum
ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data
tahun 2016 sebesar 350 ribuan," wujar Muhammadiyah saat

dihubungi (Laporan Republika.co.id).

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia
trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik
menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3
persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal
angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi

di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com).

Riset ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah
merespon terjadinya peningkatan perceraian di Indonesia dengan

fokus kajian pada studi kasus provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi
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Selatan. Mengapa Kedua provinsi tersebut dipilih? Alasannya ada
dua. Pertama Kedua provinsi tersebut masuk dalam 10 besar provinsi
yang tertinggi angka perceraiannya. Kedua, Provinsi Aceh dan
provinsi Sulawesi Selatan merupakan 2 provinsi dikenal yang sangat
kuat memegang nilai-nilai ajaran Islam yang tentu saja sangat
menarik untuk meneliti mengapa daerah yang kuat memegang nilai-

nilai ajaran Islamnya justru angka perceraiannya juga tinggi.

Pisahnya suami dengan isteri dianggap sebagai sesuatu
yang membawa kebaikan bagi keduanya jika —mereka
menggunakannya dengan baik, sebagaimana hal itu juga dapat
mengakibatkan bahaya yang besar jika salah dalam menggunakan
hak ini. Terkadang terjadi kebuntuan dalam kehidupan suami isteri
dan tidak berhasil dalam usaha mengadakan perbaikan, baik karena
adanya aib pada seorang suami atau seorang isteri atau aib pada
keduanya. Oleh karena itu, Islam mensyari’atkan talak sehingga
masing-masing pihak akan mendapatkan orang yang sesuai dengan
tabi’at dan kecenderungannya (Syaikh Ahmad Jad, 2013: 255). Terkait
dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan
hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami. Suami berhak
mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri
dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan
firman Allah surat al-Thalak ayat 1. Intinya, ayat tersebut
menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu
suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya
harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak

dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di
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atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk

menjatuhkan talak (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000: 399).

Pada prinsipnya, hakikat dari perceraian adalah hak suami
untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya
(Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Pandangan ini seirama
dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, sebagaimana
dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki,
karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan
perkawinan. Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan
suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat
menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak

dalam Islam (Agustin Hanafi, 2013: 108).

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi
yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan
Sarakhsyi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu
hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik
atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu’). Islam
memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki yang memiliki
ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan
mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan
membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung
jawab memberikan nafkah iddah pada isterinya. Sebaliknya,
perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung
beban perceraian (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2006:
208).
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Terdapat kondisi-kondisi di mana hakim harus memisahkan
pasangan suami isteri dengan talak. Menurut Abdul Majid Mahmud
Mathlub perceraian dengan perantara pengadilan dikategorikan
dalam 5 (lima) macam, yaitu perceraian karena tidak mendapat
nafkah, perceraian karena aib, perceraian akibat adanya
mudarat/perlakuan buruk, perceraian akibat tidak adanya suami,
dan pemisahan karena suami dipenjara. Para fugaha telah bersepakat
bahwa perkawinan berhenti dengan talak yang diucapkan dengan
bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun
dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Wahbah Zuhaili menyatakan
bahwa pemisahan hubungan perkawinan dengan institusi khuluk
(cerai gugat) berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan
pilihan dan kehendak si suami. Sedangkan pemisahan akibat
keputusan pengadilan dengan kehendak isteri adalah untuk
membuat si isteri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan
suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan tidak

berhasil (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005: 458-486).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dikemukakan di atas, maka berikut ini dapat dikemukakan
permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi peningkatan perceraian di

Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan?
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2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya
peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi

Sulawesi Selatan?

3. Bagaimana respon pemerintah terhadap peningkatan

perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset ilmiah pada

beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi latar belakang peningkatan perceraian

di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan atas
terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan

Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Untuk menelusuri dan mengungkap respon pemerintah
terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan

Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini berjudul: Peningkatan Perceraian di Indonesia
(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan).
Berdasarkan judul ini maka dapat ditelusuri beberapa riset terkait
yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa

laporan penelitian, artikel maupun dalam bentuk buku.

Beberapa kajian terdahulu terkait riset ini dapat

dikemukakan sebagai berikut:

Agustin Hanapi, menulis buku yang berjudul: Konsep
Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang. Buku ini awalnya
merupakan disertasi penulis ketika menempuh pendidikan Program
Doktor di UIN Ar-Raniry pada tahun 2012 yang berawal dari
kegalauan penulis terhadap meningkatnya angka perceraian setiap
tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang
masih kental dengan pandangan fugaha di masa lalu yang mana
perceraian mutlak sepenuhnya berada di tangan suami. Kemudian
sifatnya longgar dan suami berhak menjatuhkannya kapan saja dan
di mana saja tanpa perlu memberitahu kepada istri karena
wewenang ini sepenuhnya berada di tangan suami. Buku ini secara
baik membahas tentang konsep perceraian dalam figih dan
perundang-undangan indonesia yang mencakup; prinsip dan asas

perkawinan, perceraian dalam fiqih, madhhab, kategori dan bentuk
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perceraian dalam figih, bentuk-bentuk perceraian, perceraian dalam
perspektif figih kontemporer, perceraian menurut undang-undang
nomor 1 tahun 1974, perceraian menurut undang-undang no. 7 tahun
1989, perceraian dalam inpres no.l tahun 1991. Buku ini juga
membahas reinterpretasi konsep perceraian dalam Al-Qur’an yang
mencakup kajian konsep-konsep dasar tentang kesetaraan laki-laki
dan perempuan, kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan
perempuan dalam Islam,  prinsip-prinsip kesetaraan, konsep
perceraian dalam pendekatan tematis pada aspek; inisiatif dan
rekategori perceraian, talak, khulu’, fasakh dan sebab-sebabnya

(Agustin Hanapi, 2018).

Soraya Devy menulis buku yang berujudul Sisterm Perwalian
Di Aceh: Pergumulan antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Praktek
Masyarakat. Buku ini secara spesifik membahas persoalan yang terjadi
setelah sebuah perkawinan berakhir. Dengan kata lain buku ini
merupakan riset yang dilakukan setelah terjadinya sebuah perceraian

(Soraya Devy, 2018).

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk:
Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun
2015 Tentang Talak. Artikel ini meneliti tentang bagaimana
kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU
Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh
terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa
tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, Jurnal Samarah Volume 1 No. 1.

Januari-Juni 2017).



Amir Syarifuddin menulis buku yang berjudul: Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan. Buku ini membahas tentang hukum perkawinan
Islam di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara hukum-
hukum perkawinan yang diatur dalam kitab-kitab figh dengan
hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang

perkawinan di Indonesia (Amir Syarifuddin, 2011).

Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan menulis buku
yang berjudul: Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI.
Buku ini melakukan kajian kritis terhadap hukum-hukum figh yang
diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia sebagaimana
yang tercantum dalam Figh, UU Perkawinan No. 1/1974 dan
Kompilasi Hukum Islam (Amiur Nuruddin dan Azari Akmal

Tarigan, 2004).

Atho” Muzdhar dan Khairuddin Nasution menulis buku
yang berujudul: Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi
perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Buku
ini membahas secara global tentang hukum keluarga yang berlaku di
Dunia Islam. Buku ini melakukan perbandingan antara hukum
keluarga Islam dalam bentuk Undang-Undang dengan hukum
keluarga Islam dalam kitab-kitab figh (Atho” Muzdhar dan
Khairuddin Nasution, 2003).

Satria Effendi M. Zein, salah seorang ahli ushul figh di
Indonesia menulis buku dengan judul: Problematika Hukum Keluarga

Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah. Buku



ini menganalisis putusan-putusan hakim tentang perkara hukum
keluarga Islam dengan menekankan pada pendekatan Ushul Figh
(Satria Effendi M. Zein, 2004).

Alissa Qatrunnada Munawwarah, et.al., menulis buku yang
berjudul: Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Buku ini
membahas beberapa hal tentang modul bimbingan perkawinan yang
mencakup; persiapan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah,
mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi
kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan
generasi berkualitas, mengelolah konflik dan membangun ketahanan
keluarga (Qatrunnada Munawwarah, Nur Rofiah, Abdul Qadir, &
Muzayyanah, 2017).

Fatmawati, et.al., menulis artikel yang berjudul: Efektivitas
Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan
Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan. Artikel ini
merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menguiji efektivitas
pelatihan empati untuk mengurangi konflik pada pasangan menikah
di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Pelatihan empati
dikembangkan berdasarkan 4 teknik empati, yaitu empati diri,
menerima orang lain, mendengarkan secara akurat, dan mengambil
perspektif. Pelatihan empati dilakukan pada 14 pasangan yang
tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar (Fatmawati Fatmawati,

Rahima Nurviani, & Ridha Ilham, 2018).

Annisa Kumalasari menulis artikel yang berjudul: Peran
memaafkan dan sabar dalam menciptakan kepuasan perkawinan. Artikel ini

membahas tentang peran memaafkan dan sabar terhadap kepuasan
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perkawinan. Memaafkan diartikan sebagai penggantian emosi
negatif dengan emosi yang lebih positif. Sementara sabar merupakan
suatu variabel yang relatif baru dalam kajian psikologi, yang berarti
respon awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, perkataan
dan perbuatan yang taat pada aturan untuk tujuan kebaikan yang
didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat mencari
informasi/ilmu, dan memiliki semangat terbuka terhadap solusi,
konsisten serta tidak mudah mengeluh (Kumala & Trihandayani,

2015).

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk:
Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun
2015 Tentang Talak. Artikel ini meneliti tentang bagaimana
kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU
Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh
terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa

tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017).

Mukhtar dan Yusuf Firdaus menulis artikel yang berjudul:
The Effectivity of Marriage Guidance in KUA Citeureup to Maintain
Household Integration. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang
membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di KUA dalam
menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan akibat tingginya
tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat

muslim di Indonesia. (Mukhtar Mukhtar & Yusuf Firdaus, 2019).

Sri Turatmiyah, et.al menulis artikel yang berjudul: Akibat
Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan

Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Artikel ini
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membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA
Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi
anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung
dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam
Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA. Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA
Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang
tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak
sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai
akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan
dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat
hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim
berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Sri

Ahyani, 2018).

Rilda Murniati menulis artikel yang berjudul: Pembaharuan
Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta
dalam Perkawinan. Artkel ini membahas alasan lahirnya gugatan uji
materiil terhadap ketentuan UU Perkawinan yang tercantum dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 / PUU-XII / 2015. Putusan ini
membentuk dasar dan dasar hukum untuk pengaturan baru sebagai
sumber pembaruan hukum tentang prosedur perjanjian pernikahan
dan konsekuensi hukumnya untuk aset bersama yang diperoleh
dalam pernikahan. Lahir dari pembaruan hukum adalah perjanjian
pernikahan yang dapat dibuat kapan saja selama pernikahan dalam
bentuk akta otentik di notaris dan dapat berlaku surut sejak tanggal
pernikahan berlangsung selama suami dan istri setuju dan mengikat
sebagai hukum bagi para pihak. Karena alasan ini, konsekuensi

hukum dari status hukum aset bersama yang diperoleh selama



12

pernikahan adalah milik pribadi setiap suami dan istri dan isinya
mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga memiliki kepentingan
(Murniati, 2018).

B. Konsep atau Teori Relevan

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan dan alur pikir yang
dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa dalam membahas beberapa
persoalan di atas, teori yang akan digunakan adalah teori
fungsionalisme struktural, teori sistem dan teori peran. Ketiga teori
tersebut merupakan teori sosial makro yang dapat digunakan untuk
menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut tentang

peningkatan perceraian di Indonesia.

Pemilihan ketiga teori tersebut didasarkan pada kesesuaian
antara problema, fakta dan fenomena yang terjadi, dengan bangunan
teori yang menjadi "pisau analisisnya”. Untuk memudahkan peneliti
dalam melaksanakan penelitian, memperoleh berbagai informasi dari
key informan, dan juga bahan-bahan yang terkait dengan peningkatan

perceraian di Indonesia.

Dalam teori fungsionalisme dan teori sistem, para teoritisi
menggunakan proses analisis yang sama dalam menempatkan
perbedaan jenis kelamin dalam analitis umum mereka terhadap
fenomena sosial berskala luas. pertama, mereka mendefenisikan

fenomena itu sebagai sistem antar hubungan dan struktur interaksi
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yang dipahami sebagai “keteraturan pola dalam prilaku individual”.
Teoritisi fungsional dan teoritisi konflik analitik memusatkan
perhatian pada negara bangsa atau kadang-kadang khususnya dalam
teori konflik analitik pada pengelompokan kultural pramodern; teori
sistem membicarakan kapitalisme global sebagai sebuah sistem
transisi di mana negara-bangsa adalah struktur yang penting. Variasi
antara teori-teori ini terletak pada struktur khusus dan proses
sistemik yang mereka pandang penting. kedua, teoritisi ini
memusatkan perhatian pada keadaan wanita di dalam sistem. Kedua
teori ini akhirnya tiba pada kesimpulan yang sama: tempat utama
wanita dalam pengertian bahwa lokasi yang dilihat dalam semua
kultur sebagai “wilayah” khusus untuk perempuan - adalah di
rumah tangga (keluarga). Dari tempat utama, dan selalu dengan
kondisi yang terpola demikian, wanita dapat mempunyai tempat
struktural penting lain untuk berperan, terutama dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik. ketiga, masing-masing teoritisi tersebut
mencoba menerangkan stratifikasi gender - yang dipandang hampir
secara universal merugikan wanita- dilihat dari sudut kesejajaran
struktur segitiga: rumah tangga/keluarga, ekonomi serta kebutuhan

dan proses sistem social (Douglas J. Goodman, 2003: 408-414).

Dalam penelitian ini teori fungsionalisme struktural dipakai
untuk menjelaskan keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan
perempuan dalam keutuhan masyarakat. Menurut Talcott Parsons,
sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Nasaruddin Umar bahwa
pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh
disrupsi dan kompetisi, akan tetapi lebih kepada melestarikan

harmoni dan stabilitas dalam masyarakat (Friedrich Engels, 1942: 14).
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Akan tetapi yang menjadi penekanannya sendiri adalah sistem sosial.
Karena sistem sosial dan budaya setempat sangat berpengaruh
terhadap posisi dan peran perempuan dan juga kondisi yang dialami

oleh kaum perempuan dalam berbagai aspek.

Berdasarkan penjelasan di atas, satu hal yang perlu
digarisbawahi adalah, meskipun Parsons berkomitmen untuk
menjelaskan sistem sosial sebagai sebuah interaksi, ia lebih
mengedepankan status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Status
itu lebih mengacu kepada posisi struktural di dalam sistem sosial,
sedangkan peran menitikberatkan pada apa yang adilakukan aktor
dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya
untuk sistem yang lebih luas, tidak dilihat dari sudut tindakan dan

pikiran mereka amasing-masing.

Melalui teori ini akan ditelusuri Friedrich Engels,. Oleh
karena itu ada empat fungsi penting yang harus diperhatikan agar

tetap bertahan atau yang lebih terkenal dengan skema AGIL, yaitu:

1. Adaptation (adaptasi), sebuah sistem hanya menanggulangi
situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri
dengan lingkungan, dan lingkungan juga harus menyesuaikan

diri dengan sistem.

2. Goal Attainment (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus

mendefinisikan dan harus mencapai tujuan utamanya.

3. Integration (integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan
antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus

mengelola antar hubungan antar ketiga fungsi lainnya.
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4. Latency, (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi,
memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu, maupun
pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi

(Friedrich Engels, 1942: 14).

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
sistem. Istilah Sistem menurut Dewey digunakan untuk
menunjukkan keseluruhan sudut pendirian hubungan metodis dan
pengaturan anggota-anggota konstituantenya. Dalam konteks ini ia
memandang bahwa sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait
dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya (William A.

Shrode and Dan Voich, 1974: 115).

Ada enam ciri utama dari teori ini, yaitu : pertama; sistem
adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu
kesatuan interaksi (proses). Kedua; masing-masing elemen terikat
dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling
bergantung (interdependence of its parts). Ketiga; kesatuan elemen
yang kompleks itu membentuk satu kesatuan bentuknya itu (the
whole is more than the sum of its parts). Keempat, keseluruhan itu
menentukan ciri dari setiap bagian pembentuk-nya (the whole
determines the nature of its parts). Kelima; bagian dari keseluruhan itu
tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara
terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if
considered in isolation from the whole). Keenam, bagian-bagian itu
bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan

dalam keseluruhan (sistem) itu.
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Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penggunaan teori
sistem berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat
dan menjelaskan keterikatan antara satu bagian dengan bagian yanag
lain dalam masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan dalam
kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh penelitian
terhadap suami atau isteri tidak dapat dipisahkan satau sama lain.
Sebab kalau dipisahkan, maka sebagian kebenaran ataupun data

pentingnya akan lenyap.

Selanjutnya teori yang ketiga yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori peran. Teori ini sangat erat hubungannya
dengan status atau kedudukan seseorang. Status (role) menunjukkan
tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran
menunjukkan aspek dinamis dari status. Untuk mengukur status
seseorang menurut Pitirim A.Sorokin, sebagaimana dijelaskan lebih
lanjut oleh Dwi Narwoko, dkk (ed), dapat dilihat dari aspek-aspek

berikut ini :
1. Jabatan atau pekerjaan;
2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan;

3. Kekayaan;

-~

Politis;

5. Keturunan; dan

>

Agama. (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2004: 136-137)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa
Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur

statis yang menunjukakan tempat individu dalam organisasi
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masyarakat. Penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat
menjadi penting karena beberapa alasan: pertama; posisi tertentu
lebih menyenangkan untuk diduduki, ketimbang posisi yang lain.
Kedua; posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan
hidup masyarakat daripada posisi yang lain, dan ketiga; posisi-posisi
sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yanag
berbeda pula. Adapun peran seyogianya lebih banyak merujuk pada
fungsi, dimana seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam
masyarakat dan menjalankan suatu peran. Lebih lanjut yang perlu
digarisbawahi bahwa suatu peran paling tidak mencakup 3 (tiga) hal,

yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat;

3. Peran dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dengan teori tersebut
di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian ini,

seperti yang tertera pada skema berikut ini:
Diagram. 1

Kerangka Konseptual

gama
endidika

n r
Sosial

Hukum

Ekonomi

Budaya

VVYVVY
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BAB III
Metode Penelitian
A. Pendekatan

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini tergolong kedalam
field research, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga
merupakan baseline study, yaitu studi evaluasi-dekriptif untuk
kebijakan, yaitu evaluasi terhadap agenda institusionalisasi gagasan
dan aplikasi kebijakan yang terkait dengan usaha keberpihakan
terhadap perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan
pijakan dan pedoman oleh pemerintah untuk pembuatan kebijakan
dalam rangka mendorong, membingkai dan merespon peningkatan
perceraian di Indonesia. Berikut ini terdapat tabel yang menjadi
kerangka acuan dalam penggunaan metodologi penelitian yaitu

sebagai berikut:

17
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Diagram 2

Skema Metodologi Penelitian

PENDEKATAN

Empiris Normatif

A 4 \ 4

Teknik
Observasi Pengumpula Analisa Dokumen
JENIS DATA
PRIMER ] SEKUNDER
Kuantitatif Metode Analisa J\ Kuantitatif
Kualitatif e Analisis Jender Kualitatif pola

(Fungsional & Sisten
konvergensi antara emyi t. Pendekatan empiris

akan memotret peningkatan perceraian di Indonesia. Sedangkan
pendekatan normatif berusaha untuk memetakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Langkah ini
dianggap penting karena dengan adanya aturan-aturan legal-formal
tersebut diharapkan masyarakat mempunyai semacam petunjuk
pelaksanaan dan arah pedoman dalam bersikap dan juga bertindak

jika terjadi perceraian.

Untuk menopang arah dan target penelitian di atas,

pendekatan trianggulasional menjadi tumpuan wutama. Terma
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trianggulasional mengacu pada serangkaian pendekatan, metode dan
teknik pelaksanaan penelitian. Pendekatan ini pada prinsipnya
didasarkan pada satu asumsi dasar bahwa setiap model pendekatan,
metode dan teknik penelitian masing-masing mempunyai
kelemahan. Selain itu, strategi didasarkan pada satu klaim
metodologis bahwa model pendekatan dan teknik penelitian
memiliki corak naturnya sendiri. Untuk alasan tersebut di atas,
pertama, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif
disinergikan agar hasil penelitian yang dicapai dapat lebih optimal,
integratif, kritis dan komprehensif. Kedua, studi ini juga

menggabungkan model penelitian kepustakaan dan lapangan.
B. Teknik Pengumpulan Data

Fokus utama penelitian ini adalah Respon pemerintah
terhadap peningkatan perceraian di Indonesia. Mengacu pada fokus
kajian ini, maka data yang dibutuhkan adalah segala informasi yang
terkait peningkatan perceraian di Indonesia. Data yang dikumpulkan
merupakan kombinasi data primer dan sekunder statistik, data

lapangan, dan dokumenter, data kuantitatif dan kualitatif.

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan
memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim

digunakan dalam penelitian ilmiah, sebagai berikut:
1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data model ini adalah dengan
melakukan kajian secara mendalam segala data pustaka yang terkait

dengan riset ini.
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2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan
kunci (key informan). Secara umum informan kunci dalam penelitian
ini adalah Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag
Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi
Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan
Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten
Aceh Tengah). Data yang diperoleh dari informan kunci ini dengan
menggunakan sistem wawancara terstruktur. Data tersebut di cross
ceck kembali sesuai dengan instrumen wawancara yang telah
disiapkan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
jawaban yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.
3. Angket

Angket atau juga familiar dengan Qusioner merupakan salah
satu Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket
berupa daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket ini
disebar di 2 provinsi Provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi
Sulawesi Selatan. Pada 2 provinsi ini, angket disebarkan pada 3
kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan angket disebarkan pada
Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh
angket disebarkan di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan
Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, angket yang disebar dibuat
dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan sistem SPSS

untuk mengolah datanya.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seharusnya adalah seluruh
Provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi mengingat luasnya populasi,
terbatasnya waktu pelaksanaan dan dana, tidak mungkin dijangkau
secara seluruhnya, maka dipilih sampel sebanyak 2 (dua). Provinsi
yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Setiap
provinsi dipilih 3 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan dipilih
Kota Makassa, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh
dipilih Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh
Tengah.Teknik pengambilan sample yang dipilih adalah purposive

sampling.

D. Rencana Pembahasan

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam
berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya di atas dianalisis
dengan pendekatan kuantitatif. Adapun tahap-tahap analisis data
secara lebih rinci adalah sebagai berikut: (1) Proses editing. Proses ini
merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data
dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua
data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik kejelasan tulisan, ide,
konsistensi dan uniformitas. Maksudnya dari proses editing ini data
itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan

dalam memahami dan menganalisanya.
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(2) Mereduksi Data. Dalam penelitian ini, data yang sudah
diperoleh di lapangan itu diseleksi ulang, disederhanakan dan dibuat
kategori-kategori serta data mentah lapangan itu ditransformasikan
ke dalam bentuk abstraksi-abstraksi. Dalam kegiatan ini nampak
bahwa kegiatan mereduksi data sudah mulai melibatkan proses
analisa, karena bagaimanapun juga, tanpa analisa yang teratur dan
sungguh-sungguh  data tidak akan mungkin  diseleksi,
disederhanakan, dikategorikan dan ditransformasikan dalam

berbagai bentuk narasi, deskripsi, maupun abstraksi.

(3) Penyajian Data. Proses ini dimaksudkan sebagai
pengorganisasian data secara lebih sederhana ke dalam bentuk-
bentuk matriks, skema, tabel, atapun charts. Dengan penyajian data
dalam bentuk-bentuk yang demikian itu diharapkan segala bentuk
kompleksitas hubungan antara berbagai karakteristik ataupun
variabel tertentu telah dapat divisualisasikan kedalam bentuk yang

amat sederhana, namun sistematis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Aceh

Aceh merupakan wilayah yang terletak dibagian paling utara
pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. Berikut
berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya,
wilayah itu kini disebut Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah
yang pertama kali memeluk agama Islam. para pakar sejarah
mengakui bahwa daerah pertama kali masuk Islam adalah Pereulak
(Aceh Timur) pada abad I Masehi. Bahkan menurut Mohammad Said
berdasarkan sumber-sumber Cina dan Barat bahwa Islam sudah
masuk ke Aceh (T4 si) pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh
Masehi (Mohammad Said, 1981: 56 dan Atjeh, 1985: 23).

Sejalan dengan itu, sebelum Masehi pelaut-pelaut Indonesia
telah berhasil mengarungi lautan luas. Mereka pertama kali melintasi
samudra dengan menggunakan ilmu perbintangan sebelum bangsa
Eropa menemukan kompas. Pada masa ini juga tercatat perpindahan
orang-orang Indonesia ke Afrika bagian Timur atau Madagaskar.

Kemudian di zaman Alexander Agung telah ada pelaut dari

25
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Sumatera yang berlabuh di Sungai Indus (India) secara kontinyu.
Selain itu, di pertengahan abad I Masehi orang Sumatera
mengunjungi Romawi dan menghadap ke Kaisar Caludius. Bahkan
menurut catatan Idrisi pada abad X Masehi menyebutkan bahwa ia
melihat pelaut Aceh di Madagaskar, hal ini menunjukkan bahwa
orang-orang Aceh telah berhasil melakukan migrasi ke sana

(Mohammad Said, 1981: 17).

Kontak pelayaran Indonesia dengan dunia luar diawali oleh
datangnya lebih dahulu pelaut Indonesia yang membawa hasil
buminya ke pelabuhan dunia luar. Sebagaimana dipahami bahwa
nenek moyang bangsa Indonesia  berasal dari dataran Cina.
Kedatangan mereka tentulah dimungkinkan oleh kemahiran
menggunakan perahu. Sehingga hubungan Cina dengan kepulauan
Nusantara terus terjalin. Menurut catatan Cina “Tsienhan-Shu” yang
ditulis pada masa Kaisar Wang Mang (1-6 M), kaisar tersebut
mengirimkan hadiah berupa mutiara dan permata kepada sebuah
negeri yang disebut Huang Che, kaisar memesan agar imbalan
bingkisannya dikirimkan Badak, yang terdapat di negeri itu.
Sejarawan banyak sependapat bahwa Huang Che yang dimaksud
adalah Aceh (Mohammad Said, 1981:18).

Selanjutnya hubungan perdagangan internasional pada
prakolonialisme Barat di kawasan Asia Tenggara, secara historis
merupakan pertemuan bangsa-bangsa Asia tengah (terutama Cina)
Asia Tengah (India), dan Timur Tengah (Persia dan Yaman). Pasang
surutnya gelombang perdagangan melalui laut tampaknya diwarnai

oleh pasang surutnya gelombang politik di daerah-daerah yang
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terlibat di dalam perdagangan internasional. Yaitu dominasi dan
monopoli perdagangan oleh kerajaan-kerajaan di India, Timur

Tengah, Cina dan Sriwijaya serta Majapahit (Nasikun, 2001; 220).

Pada masa pra Islam di Asia Tenggara, tampaknya Cina yang
mendominasi perdagangan di Asia Tengah, Selatan dan Tenggara.
Komoditi yang dimonopoli oleh Cina tersebut kemudian di bawa ke
Timur Tengah, terutama Mesir sebagai pasar andalan Eropa, sebelum
dibukanya Terusan Zues dan ditemukannya jalur Tanjung Harapan
(Afrika Selatan) oleh Vasco Da Gama yang berakibat pada pergeseran
monopoli. Dikuasainya Mesir oleh pasukan Kristen mengakibatkan
imperium Islam di Timur Tengah mulai kehilangan monopolinya di
pasaran Eropa. Hal ini memaksa Islam untuk mengekspansi daerah
Timur dan Selatan di mana Islam berhadapan dengan kekuatan
imperium Cina yang tengah merosot. Pasang surut dominasi tersebut
nampaknya mempengaruhi formasi dan stratifikasi sosial-kultural

masyarakat yang disinggahi.

Setelah runtuhnya hegemoni India dan Cina gelombang
orang-orang Arab mulai membentuk koloni-konoli pedagang yang
kemudian melakukan perkawinan antara etnis. Koloni-koloni itu
merebut posisi kunci penguasa lokal non-Islam dengan penaklukan
baik secara ekonomi maupun kekerasan. Pada fase berikutnya
mereka memantapkan pusat kekuasaan dengan Islam sebagai basis
legetimisnya. Keterkaitan antara penyebaran Islam dengan
kepentingan politik dan ekonomi yang berlangsung di kawasan
dagang internasional saat itu, telah menyebabkan kekuatan Islam

bercitra ekspansionisme (Nasikun, 2001: 221).
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Perlu dicatat bahwa Aceh juga merupakan wilayah yang
didatangi oleh beberapa pengembara dunia yang pernah berkunjung
antara lain; Marco Polo dari Venezia, Italia yang datang ke Aceh
sekitar tahun 1292 (Muhammad Zainuddin, 1961: 28), Ibnu Batutah
dari Maghribi, Timur Tengah tiba di Aceh sekitar tahun 1346 (Ross E.
Dun, 1995: 386-390) dan Laksamana Cheng Ho dari Cina mendarat di
Aceh sekitar tahun 1405-1407 (Kong Yuangzhi, 2000: 258). Ketika
mereka datang ke Aceh pihak kerajaan Aceh menyambutnya dengan
meriah dan penuh persahabatan serta dijamu secara terhormat
layaknya sebagai tamu yang dimuliakan. Ibnu Batutah melaporkan
bahwa ia bertemu dengan kapal Sultan Pasai di negeri Cina.
Kemudian beberapa sumber Cina menyebutkan bahwa pada
permulaan abad ke-15 utusan-utusan Samudra Pasai mengunjungi
negeri Cina untuk menyampaikan upeti-upeti dengan menggunakan
kapal yang datang dari Malaka yang pada masa itu sedang dalam
proses pengembangan menjadi bandar besar (Teuku Ibrahim Alfian,

2005: 40).

Utusan-utusan Samudra Pasai telah mengadakan hubungan
dengan Cina sejak abad ke-13 dari sumber-sumber Dinasti Yuan
(1289-1367) dapat diketahui bahwa Sultan Pasai mengirim utusannya
ke Quilon di India Barat pada tahun 1282, sepuluh tahun sebelum
Marco Polo tiba di Perlak. Mendengar saran-saran yang disampaikan
oleh utusan Cina di Quilon, maka Samudra Pasai mengirimkan dua
orang utusannya yang bernama Hasan dan Sulaiman ke Cina.
Sebaliknya, Cina mengirim utusan bernama Zheng He ke Samudra
Pasai pada sekitar tahun 1403, 1405, 1414, 1415 dan 1430. Pada tahun

1405 Zheng He selaku utusan Cina bertemu dengan Tsai-nu-li-a-pi-
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ting-ki; yang dimaksud adalah Sultan Zainal Abidin Malik al-Zahir
(1383-1450) (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 41).

Realitas tersebut di atas menyebabkan banyak bangsa yang
datang ke Aceh, sehingga mempengaruhi struktur dan stratifikasi
serta perilaku sosial masyarakat. Aceh menjadi kota yang ramai dan
kemudian membentuk masyarakat urban yang secara sosiologis dan
antropologis lebih cepat berkembang dan menerima perubahan.
Sehingga para pakar mengakui bahwa saat itu masyarakat Aceh telah

menjadi masyarakat kosmopolit dan multikultural.

Selanjutnya, kekuatan Islam yang telah sampai di India dan
Asia Tenggara sesungguhnya tidak merupakan suatu kekuatan yang
terintegrasi dengan satu negara induk. Kekuatan mereka -yang
berdiri sendiri di atas masing-masing kerajaan— lebih dipersiapkan
untuk mengiringi jalannya perebutan dominasi perdagangan.
Kekuatan militer tersebut secara pasti dari abad ke abad baik ke
wilayah Eropa (menghasilkan perang Salib) maupun Asia Selatan

dan Tenggara.

Gelombang Islam dalam melakukan eskpansinya telah
membawa bekal sistem perpajakan khususnya pajak perdagangan,
pajak pelabuhan dan berbagai tata hukum Islam yang ada pada
perkembangannya kemudian menjadi suatu upaya birokratisasi yang
mengiringi jalannya hegemonisasi melalui perdagangan dan
penyebaran agama. Fenomena sosial-politik semacam ini -yang
berkembang di Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara— merupakan
fenomena yang membentuk budaya kota. Oleh karena mereka

banyak bergerak di kawasan pantai maka pergadangan mereka
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terdiri dari pedagang antara kota pantai. Dalam hal ini -pada
awalnya—hukum Islam diberlakukan di kalangan para pedagang.
Untuk menjaga berlakunya hukum tersebut penguasa Islam
menggunakan kekuatan militer untuk melindungi hukum Islam.
kekuatan militer ini pula yang digunakan untuk melindungi
perdagangan melalui laut yang memang penuh resiko untuk

berhadapan dengan perompak (Nasikun, 2001: 221).

Kekuatan Islam di Sumatera Utara pada masa itu bisa jadi
belum begitu mempertimbangkan kehadiran militer untuk merebut
dominasi Cina dan India. Pasukan yang menyertai pedagang Islam
hanyalah berperan sebagai pelindung pedagang dari serangan
perampok. Tampaknya massa Islam baik dari India maupun Timur
Tengah yang tinggal di Sumatera Utara hanyalah merupakan koloni
kecil yang mendapatkan hak istimewa dari penguasa lokal karena
posisinya sebagai pedagang (yang sesungguhnya merupakan
wilayah Sriwijaya pinggiran). Pada perkembangan berikutnya setiap
koloni tersebut mengangkat pimpinannya sendiri (biasanya ditunjuk
oleh seorang nahkoda) dalam rangka mempermudah hubungan
dengan penguasa lokal dan mempermudah persinggahan rekan-
rekan pedagang yang sebangsa. Pada masa itu perkawinan dengan
penduduk lokal merupakan hal penting dalam pertumbuhan Islam.
Ketika kekuatan Islam mulai mendapatkan jalan untuk mendominasi
perdagangan di Asia, maka organisasi internal di setiap koloni
tersebut melengkapi dirinya dengan unsur-unsur kemiliteran. Setelah
dominasi Islam mencapai puncaknya dan menggeser Cina dan India,
kehadiran militer dalam kapasitasnya untuk menghadapi persaingan

dagang dan sekaligus untuk memperluas wilayah koloni.



31

Kemudian dalam perspektif sejarah, Aceh merupakan tempat
pertama kali mendapat sinar keislaman. Menurut Hikayat Raja-Raja
Pasai (ditulis setelah 1350), seorang Syaikh Ismail datang dengan
kapal Makkah via Malabar ke Pasai yang bertemu dengan Meurah
Silu, kemudian di Islamkan. Ia mengganti namanya menjadi Malik al-
Shalih (w. 1297) dan kemudian menjadi penguasa pada kerajaan
Samudra Pasai. Pengangkatan Meurah Silu menjadi Sultan oleh
Syeikh Ismail merupakan kunci penting bagi perkembangan Islam di
Aceh karena hal ini membuka kesempatan bagi Pasai untuk menjadi
bagian dari jalur perdagangan yang telah didominasi oleh Islam.
Transformasi Islam dari kekuatan ekonomi perdagangan menjadi
gagasan politik kesultanan memberikan peluang yang sangat besar
bagi para pedagang Islam untuk terlibat di dalam pengambilan
keputusan masalah ekonomi, sosial, politik bahkan memiliki hak
istimewa dalam pemilihan sultan. Kelompok pedagang vyang
membentuk kedewanan inilah yang kemudian disebut dengan orang
kaya. Orang kaya ini terdiri dari orang-orang yang dianggap cakap
hukum, ekonomi dan politik (Nasikun, 1999: 224 dan Azyumardi
Azra, 1989: 12).

Basis politik Islam semakin meluas dengan pengislaman
Lamuri dan beberapa kerajaan Budha lain dan Sumatera Utara.
Kendati demikian tampak bahwa hingga pada masa Alauddin Kahar
(1530-1552) struktur masyarakat lokal dikategorikan berdasarkan
sukee atau kaom. Pembagian seperti ini menunjukkan bahwa unsur-
unsur lokal tetap memeliki peranan penting, sementara penguasa
lama menempati wilayah yang semakin menyempit. Proses

Islamisasi berlangsung secara cepat ditengah-tengah masyarakat
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lokal yang masih memeluk agama Hindu dan Budha
mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh telah bersentuhan dengan
Islam jauh sebelumnya. Beberapa saat kemudian Islam telah menjadi

agama mayoritas yang mengakar secara kuat dalam masyarakat.

Selanjutnya proses transformasi intelektual dan transmisi
Islam di Aceh terus berlanjut, sehingga melahirkan ulama dan
cendikiawan yang tetap masyhur sampai sekarang. Ulama seperti,
Hamzah Fanzuri (w. 1600), yang mengarang kitab Syarab al-Asyiqin.
Syamsuddin ar-Sumatrani (w. 1630), mengarang kitab Mir'at al-
Mukmin.  Keduanya adalah pujangga yang pertama di Asia
Tenggara. Selain itu, Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) dengan karya
masterpiece-nya yaitu kitab Shirath al Mustaqim dan Bustanul Salatin,
dan Abdurrauf al-Singkili yang lebih terkenal dengan nama Syiah
Kuala (w. 1730 M), karangannya Tarjumun al Mustafid (kitab tafsir
pertama di Asia Tenggara) dan Mir'at al-Thullab (Azyumardi Azra,
1998: 202). Kerajaan Aceh juga terkenal sebagai Dinasti yang pertama
kali mengelurkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang
beridentitaskan Islam yang dinamakan Dirham. Saat itu kerajaan
diperintah oleh Sultan Malik Zahir (w. 1326), mata uang tersebut
kemudian berpengaruh sampai ke Malaka dan Brunai (Teuku

Ibrahim Alfian, 2005: 9).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmuan sekaligus ulama
tersebut telah memberikan konstribusinya yang cukup signifikan
terhadap perubahan sosial masyarakat Aceh. Perubahan yang
menjadikan Islam sebagai tata nilai dan norma yang membentuk

perilaku masyarakat. Menguatnya spirit Islam jelas mempengaruhi
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struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya
mewarnai atmosfir sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan,
hukum, dan pranata sosial lainnya oleh karya-karya besar ulama
tersebut. Pendek kata Islam menjadi maenestream (arus utama) dalam
pelbagai segi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terwujud
ketika kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan
Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M). Saat itu Aceh menjadi
barometer kota metropolitan yang menjadi pusat keilmuan,
perdagangan daan peradaban Asia tenggara bahkan pengaruhnya

sampai ke Asia Selatan dan Timur Tengah dan Cina.

Setelah Sultan Iskandar Tsani (1636-1641 M) wafat secara
berturut-turut kerajaan dipimpin oleh sultanah vyaitu; Sultanah
Safiatuddin Syah (w. 1675); Sultanah Nurul Alam Nagiatuddin (1675-
1678 M); Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688 M); Sultanah
Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699 M) (Teuku Ibrahim Alfian,
1994: 1-4). Keempat sultanah ini disebutkan sebagai Ratu-Ratu Islam
Yang Terlupakan (Fatima Mernissi, 1996: 52).

Pada fase selanjutnya Aceh memasuki masa pergolakan dan
revolusi sosial-politik yakni perjuangan melawan penjajah. Sejak
perang melawan penjajah; Portugis (1511), Belanda (1874), dan
Jepang (1942), tak terhitung para syuhada yang wafat di medan
pertempuran. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya pahlawan-
pahlawan yang gagah berani dan mungkin tak salah jika dikatakan
bahwa Aceh merupakan daerah yang paling banyak melahirkan
pejuang dan pahlawan antara lain; Teuku Umar, Tengku Chik di

Tiro, Panglima Polem, kemudian perempuan yaitu; Cut Nyak Dien,
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Cut Meutia, Laksamana Keumalahayati, Laksamana Leurah Ganti;
Laksamana Muda Cut Meurah Inseun; Jenderal Kemala Cahaya;

Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan (Ali Hasjmy, 1996: xiv).

Pasca kemerdekaan Aceh masih mengalami konflik sosial-
politik yaitu dengan terjadinya Perang Cumbok antara PUSA
(Persatuan Ulama Se-Aceh) dan uleebalang, (1945-1946), DI/ TII (1953),
deklarasi GAM (1976), DOM (1989-1990) dan Darurat Militer (1998-
2003). Dari segi faktor penyebabnya, konflik Aceh dapat digolongkan
sebagai konflik yang sangat kompleks (multidimensi), karena
sumbernya tidak semata persoalan separatisme, tetapi telah
mengalami tumpan tindih dengan sumber-sumber konflik lainnya,
baik faktor historis seperti: kekecewaan politis, dendam, kebencian,
ketidakpercayaan, lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian

masalah yang keliru.

2. Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M,
dan jalur perdagangan di Pulau Jawa dan Sumatera mengalami
kemunduran, maka jalur perdagangan berpindah ke kawa- san
Timur Nusantara dengan pusatnya Sompa Opu (Ibu Kota Kerajaan
Gowa-Tallo) di Makassar Sulawesi Selatan. Lalu lintas perdagangan
dengan pusatnya di Somba Opu ini telah menghubungkan antara
Barat dan Timur Nusantara, di samping para pedagang dari berbagai
kawasan di Asia Tenggara dan Eropa yang beralngsung selama abad
ke 16-17 M.

Sebagai Bandar Niaga terbesar, tentu banyak para pedagang

dan pebisnis yang tertarik untuk datang dan melakukan transaksi
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perdagangan di kawasan ini. Tersebutlah pedagang dari India,
Persia, Arab, Cina, dan Eropa. Kedatangan para pedagang dari
Jazirah Arab yang beragama Islam inilah yang kemudian
mempercepat proses Islamisasi di pusat-pusat kerajaan di Sulawesi
Selatan. Namun dalam literature sejarah di dapatkan informasi,
bahwa secara khusus Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dapat
dipisahkan dari peran uta- ma tiga muballig yang ditugaskan untuk
menyebarkan agama Islam di dae- rah ini, yaitu dari Minang Kabau
Sumatera Barat yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis “Datu
Tellue”. Mereka ini ialah: Abdul Kadir Datuk Tunggal dengan
panggilan Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman yang digelar Datuk
Patimang, dan Khatib Bungsu yang digelar Datuk ri Tiro. Ketiga
ulama ini berbagi tugas wilayah dalam melakukan kegiatan
penyebaran Islam. Datuk ri Bandang bertugas di Kerajaan kembar
Gowa-Tallo, Datuk Patimang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk
ri Tiro bertugas di daerah Tiro Bulukumba (Abdullah, 2016).

Penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban di kerajaan-
kerajaan Sulawesi Selatan memperlihatkan pola “top down”, yaitu:
Islam pertama-tama diterima langsung oleh Raja, kemudian turun ke
bawah yaitu kepada rakyat. Artinya setelah raja menerima agama
Islam dan menjadikannya sebagai agama Negara, maka otomatis
seluruh rakyat kerajaan mengikuti raja memeluk agama Islam.
Selanjutnya bagaimana proses Islamisasi ini berlangsung di semua
kerajaan di Sulawesi Selatan, apakah berjalan secara damai atau
melalui kekuatan militer. Bagian ini tentu akan menarik untuk

dibahas melalui analisis historis.

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis
dan Makassar Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam
pertama datang ke daerah ini pada awal abad ke 17. Islam

diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballig dari
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Minangkabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah
kekuasaan Kesultanan Aceh. Mengenai hal ini, Mattulada dalam
bukunya Sejarah masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan,
menyebutkan bahwa seorang ulama dari Minangkabau Tengah,
Sumatera Barat, bernama Abdul Kadir Khatib Tunggal tiba di
pelabuhan Tallo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal
perahu. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan shalat yang
mengherankan rakyat. Ia menyatakan maksud kedatan- gannya
untuk menghadap raja. Raja Tallo yang mendengar berita itu
langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang berbuat
aneh itu. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman
istana Tallo, Raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan
tentang tujuan perjalanan raja. Orang tua itu kemudian menulis
sesuatu di atas kuku ibu jari Raja Tallo dan mengi- rim salam pada
orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika Raja bertemu dengan
orang aneh di pantai itu, yang tiada lain Abdul Kadir Khatib
Tunggal, disampaikanlah salam orang tua tadi. Kemudian mengenai
tulisan yang ada di atas kuku ibu jari Raja Tallo, ternyata adalah
tulisan yang berlafazkan “Surah alfatihah. Khatib Tunggal
menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai Raja adalah
penjelmaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kisah itulah,
kemudian orang Makassar menamakan penjelmaan Nabi
Muhammad sebagai “Makassar.” (Mattulada, 1998: 150).

Peristiwa tersebut di atas membawa implikasi terhadap di
Islamkannya Kerajaan Tallo, yang diterima oleh Rajanya yang
pertama yang bernama I" Mallingkang Daeng Mannyonri Karaeng
Tumenanga ri Bontobiraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini
kemudian memakai nama Islam dengan gelar “Sultan Alauddin
Awwalul Islam”. Peristiwa masuknya Islam Raja Tallo pertama
terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awwal

1014 H. Selain itu terdapat informasi yang masih perlu untuk diteliti
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dan diuji kebenarannya, bahwa sebelum kedatan- gan ketiga datuk
yang berasal dari Sumatera, telah ada ulama keturunan Arab yang
datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan Islam. Ulama
keturunan Arab yang dimaksud menurut laporan itu ialah Sayyid
Jamaluddin al-Husayn al-Akhbar yang berada di daerah ini sekitar
abad ke-14 M. Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan,
terutama di masa pemerintahan Kerajaan Gowa pada abad ke 16 M,
menunjukkan bukti ten- tang masuknya agama dan peradaban Islam
di kawasan ini. Mereka orang- orang Melayu yang datang dari
berbagai negeri, seperti Aceh, Campa, Patani, Johor dan Minagkabau
umumnya bekerja sebagai pedagang. Kehadiran mereka telah
mendahului ketiga muballig penyebar Islam dari Minangkabau
Sumatera Barat. Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh
pemerintah kerajaan Gowa di daerah Mangallekana, sebuah perkam-
pungan di dekat Somba Opu yang dilengkapi dengan Masjid, adalah
men- jadi bukti kehadiran Islam di kawasan ini sebelum para tiga
muballig dari Minangkabau tersebut berhasil meng- islamkan
Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Namun demikian perlu
diketahui bahwa dengan kedatangan Islam di daerah ini, tidak
berarti secara langsung menghilangkan seluruh adat istiadat dan

tradisi local yang dipegang teguh oleh masayarakat (Abdullah, 2016).

Pada penghujung abad ke 15 M seorang dari Arab yang
bernama Syekh Ali al-Qaisar dan rombongan pengikutnya yang
diketuai oleh Raja Abdul Jalil ibn Sultan al-Qahhar (Raja Pasai)
berangkat dengan kapal (perahu) dari Pidie (Aceh) menuju pulau
Sulawesi. Mereka turun di salah satu bandar (pelabuhan) yang
kemudian dikenal dengan nama pelabuhan Makassar. Mereka
dikatakan melakukan penyebaran Islam, dan berhasil mengislamkan
Raja Boni (Bone) (Azmi, 1989: 120). Untuk keterangan ini agaknya
cukup meragukan, sebab, jika benar bahwa yang dimaksud dengan

Boni tersebut adalah Bone, maka hal bertentangan dengan sumber
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setempat bahwa Raja Bone pertama memeluk Islam baru terjadi pada
awal abad ke 17 M. Keterangan lain juga menyatakan bahwa seorang
yang bernama Sayid Jamaluddin Akbar Al-Husaini bersama
rombongan sebanyak 15 orang berangkat dari Aceh menuju Pajajaran
(Jawa) atas undangan Raja Pajajaran yang masih beragama Budha,
Prabu Wijaya (1293-1309 M). Rombongan tersebut kemudian
melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, dan melakukan dakwah
di daerah Bugis, tepatnya di Tosora (ibu kota Kerajaan Wajo saat itu).
Sayyid ini dikatakan meninggal di Tosora pada tahun 1320 M)
(Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan
bahwa jauh sebelum Raja Gowa memeluk Islam (1605 M), orang-
orang Islam diketahui telah memasuki wilayah Sulawesi Selatan.
Orang-orang Islam tersebut diidentifikasi bukan hanya para
pedagang Melayu, tetapi kemungkinan besar mereka adalah para dai
sekaligus pedagang dari Arab dan Persia, yang sengaja mengunjungi
pulau Sulawesi. Kesimpulan ini semakin kuat kuat jika dihubungkan
dengan keterangan lainnya bahwa para pelaut pedagang Sulawesi
Selatan -yang terkadang disamarkan oleh para ahli dengan
penyebutan pelaut pedagang Nusantara- telah ikut terlibat secara
intensif dalam jalur-jalur perdagangan internasional sejak abad ke- 7
M sampai abad ke-10 M (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Selain tuntutan bahwa ajaran Islam harus disebarkan,
terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa proses Islamisasi yang
dilancarkan Gowa disemangati oleh dua pertimbangan lain, yakni (1)
sebagai pelaksanaan ikatan perjanjian masa lalu yang mengharuskan
di antara saling menunjukkan jalan kebaikan di antara kerajaan-
kerajaan di Sulawesi Selatan dan (2) dalam rangka memantapkan
posisi Gowa sebagai sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di

Sulawesi Selatan. Dasar kedua ini lebih cenderung pada motif
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kekuasaan dan politik. Motif kedua ini menjadi logis ketika dikaitkan
dengan keterangan lain bahwa sebelum kedatangan Islam antara
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Gowa dan Bone,
selalu terlibat dalam persaingan pengaruh, bahkan beberapa kali
terlibat peperangan. Setidaknya empat kali Gowa mengirim pasukan
untuk kepentingan tersebut. Peperangan yang dilakukan Gowa
dalam rangka islamisasi tersebut dikenang oleh generasi kemudian
dengan istilah musu’ selleng atau perang Islam (Ridhwan dan Nurdin,
2016).

Untuk memantapkan upaya Islamisasi, para penguasa Gowa
membentuk sebuah lembaga yang menangani peradilan agama
Islam, yakni lembaga syara’. Lembaga tersebut diketuai oleh seorang
ulama yang disebut sebagai kadi (Daengta Kaliya). Ulama yang
menjabat sebagai kadi tersebut juga berperan sebagai guru agama
Islam. Dalam hal ini Datuk Sulaiman dan Datuk ri Bandang adalah
dua tokoh yang paling berjasa. Dapat dipastikan kerajaan Gowa juga
berperan penting dalam pembentukan lembaga syara di kerajaan-
kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Sebagaimana akan dilihat pada bab
empat bahwa kadi pertama di Wajo dan Bone dikirim oleh Gowa.
Datuk Sulaiman untuk Wajo dan Fakih Amrullah untuk Kerajaan
Bone (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Pada konteks syiar Islam di dalam masyarakat Muslim,
terdapat orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan,
menyebarluaskan ajaran agama dan nilai-nilai Islam, serta
peradabannya kepada seluruh masyarakat. Orang yang diberi
amanah tersebut dinamakan muballigh atau ustadz atau guru.
Mereka juga mengajarkan baca tulis al-Qur’an kepada anak-anak
Muslim agar mereka dapat membaca al-Qur’an dengan baik. Mereka
inilah yang berperan di dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan

pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad ke-20 (Abdullah,
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2016).

Pada periode pertama perkembangan agama Islam di
Sulawesi Se- latan, proses islamisasi ditandai dengan konversi
keislaman para penguasa atau raja di daerah pesisir atau kota
pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung
dalam pengembangan pusat penyiaran Islam di wilayahnya masing-
masing. Demikian juga, akselerasi proses permulaan islamisasi di
Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan system pendekatan dan
metode dakwah yang dila- kukan oleh tiga muballigh dari
Minangkabau, yaitu Datuk ri Tiro, Da- tuk Patimang, dan Datuk ri
Bandang. Mereka menggunakan pendekatan ako- modatif, adaptasi
struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat
raja, adat istiadat, serta tradisi masayarakat lokal. Hal ini
memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah
melalui pintu istana (raja) (Abdullah, 2016).

Sementara itu, keberadaan ulama asal Bugis dalam peran
islamisasi di Sulawesi Selatan pasca tiga muballigh asal
Minangkabau, tidak ada informasi mengenai hal tersebut sampai
muncul- nya ulama besar yang terkenal dalam sejarah Bugis dan
Makassar, yakni Syekh Yusuf al-Makassari Tajul Khalwati (1626-
1669). Demikian juga, setelah kepergian Syekh Yusuf. Hasil
penelusuran literature sejarah sulit menemukan nama atau tokoh
yang dapat digolongkan sebagai ulama Bugis dan Makassar yang
memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Sula- wesi Selatan
hingga memasuki abad ke- 20 M. Terdapat dua periode atau masa
yang mengalami kehilangan jejak sejarah mengenai islamisasi di
Sulawesi Selatan. Kedua periode ini ialah, pertama adalah masa yang
dimulai sejak penerimaan Islam pertama kali oleh masyarakat
Sulawesi Selatan hingga munculnya Syekh Yusuf al-Makassari.

Kedua, adalah masa setelah kepergian Syekh Yusuf hingga masa
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peralihan menuju abad ke-20 M (Abdullah, 2016).

Secara sosiologis antropologis masyarakat terdiri berbagai
etnis yaitu Bugis, makassar, Toraja, Pattae, Mandar, Massanrenpulu,
konjo. Yaitu:

1. Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang

dipertuturkan di daerah Makassar dan Sekitarnya. Tersebar di

Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sebagian

Bulukumba sebagian Maros dan sebagian Pangkep.

2. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa yang
dipertuturkan di daerah Bone sampai ke Kabupaten Pinrang,
Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Kota Pare Pare, Sidrap, Wajo,
Soppeng Sampai di daerah Enrekang, bahasa ini adalah
bahasa yang paling banyak di pakai oleh masyarakat

Sulawesi Selatan.

3. Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di
daerah Tana Luwu, mulai dari Siwa,Kabupaten Wajo,

Enrekang Duri, sampai ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

4. Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang
dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara

dan sekitarnya.

5. Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di
provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju,
Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara. Di samping di
wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di pesisir

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandar
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6. Bahasa Massenrempulu adalah salah satu rumpun bahasa
Austronesia di Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki tiga
kelompok dialek di Kabupaten Enrekang, yaitu dialek Duri,
Endekang dan Maiwa. Kelompok dialek bahasa Duri memilki
kedekatan dengan bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu.
Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bambapuang,
Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja.
Kelompok dialek bahasa Endekang mempunyai penutur di
ibu kota Kabupaten Enrekang dan beberapa kecamatan
sekitarnya. Sedangkan penutur kelompok dialek bahasa
Maiwa terdapat di Kecamatan Maiwa dan di Kecamatan

Bungin (Maiwa Atas).

7. Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa Konjo pesisir
dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di
kawasan pesisir Bulukumba dan Sekitarnya, di sudut
tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo
pegunungan tinggal di kawasan tenggara gunung

Bawakaraeng.

8. Bahasa Selayar adalah bahasa yang paling banyak digunakan
oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim diujung
selatan provinsi ini khususnya Kab. Kep. Selayar (Wikipedia,
diakses, 3 Oktober 2019).

Masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam,
kecuali di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan
sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur

dan Kabupaten Luwu beragama Kristen Protestan.


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Duri
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen_Protestan
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Dilihat dari segi budaya dan adat istiadat salah satu kebiasaan
yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili
(Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang
memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang
akan mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili
adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat
Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama
Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan
sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai
menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan
ditanam, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan
dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi. (Wikipedia,

diakses, 3 Oktober 2019).

Mengenai lokasi penelitian pada Provinsi Aceh dan Sulawesi
Selatan dikenal dengan masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai
Islam. Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Kota
Lhokseumawe, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar,

Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

B. Sebaran Key Informan dan Responden
1. Sebaran Key Informan (informan kunci)

Secara umum informan kunci dalam penelitian ini adalah
Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag
Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi

Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan



44

Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten
Aceh Tengah). Infonman kunci ini merupakan sumber informasi
yang dianggap sangat memahami persoalan peningkatan perceraian
dan sangat memahami bagaimana respon pemerintah terhadap

tingginya perceraian di Indonesia.
2. Sebaran Responden

Berdasarkan hasil olah data berdasarkan sistem SPSS, Lebih
lanjut dapat dikemukakan sebaran responden dalam penelitian ini

sebagai berikut:
1. Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Angket/Kusioner disebarkan kepada 200 responden.
Komposisi 200 responden, dapat dikemukan bahwa sebaran
responden berdasarkan kategori jenis kelamin ini dapat dilihat pada

tabel dibawabh ini:

Tabel 4.1

Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Pria 107 53.5
Perempuan 93 46.5

Total 200 100.0
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam
penelitian ini adalah hampir seimbang antara jenis kelamin laki-laki
dan perempuan. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki
adalah sebanyak 107 responden atau sebesar 53,5 persen. Adapun
jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan adalah

sebanyak 93 responden atau sebesar 46.5 persen.
2. Sebaran responden berdasarkan Kategori Jenis Pekerjaan

Berdasarkan kategori jenis pekerjaan, sebaran responden
berdasarkan kategori jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:
Tabel 4.1

Sebaran Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase
PNS 82 41.0
Penyuluh KUA 38 19.0
Wiraswasta 36 18.0
Lain-lain 44 22.0
Total 200 100.0
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebaran responden
berdasarkan pekerjaan adalah mayoritas PNS Kemenag dengan
rincian PNS secara umum sebesar 41 persen, penyuluh KUA sebesar
19 persen. Sebagian kecil responden adalah wiraswasta sebesar 18

persen dan lain-lain adalah 22 persen.
3. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Sebaran responden, jika dilihat dari sisi tingkat Pendidikan,
maka hasilnya dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan | Frekuensi Persentase
SMA/MA 32 16.0
Sarjana 162 81.0
Dayah/Pesantren 2 1.0
Lain-lain 4 2.0
Total 200 100.0

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden
berdasarkan tingkat pendidikannya adalah mayoritas responden

adalah berpendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 162 orang dengan
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persentase sebesar 81 persen. Sisanya adalah 32 responden
berpendidikan SMA/MA dengan persentase 16 %, Dayah/pesantren
adalah 2 orang (1 persen) serta lain-lain adalah 4 orang atau sebesar 2

persen.
4. Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota, sebaran

responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4

Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Frekuensi Persentase
Banda Aceh 35 17.5
Lhohseumawe 30 15.0
Aceh Tengah 35 17.5
Makassar 36 18.0
Gowa 30 15.0
Maros 34 17.0
Total 200 100.0
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Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden
berdasarkan domisili mereka di kabupaten/kota adalah merata,
dengan rincian; jumlah responden di Kota Banda Aceh sebesar 35
responden (17,5 %), responden di Kota Lhokseumawe sebesar 30
responden (15 %), responden di Aceh Tengah sebesar 35 responden
(17,5 %), responden di Kota Makassar sebesar 36 responden (18 %).
responden di kabupaten Gowa sebesar 30 responden (15 %),

responden di Kabupaten Maros sebesar 34 responden (17 %).

C. Faktor-faktor Peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan

Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggabungkan hasil
wawancara dengan angket disertai data dokumen yang ditemukan di
lapangan, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya di

Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi

Faktor ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor
peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada

Bagan berikut:



49

Bagan 4.1

Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Faktor Ekonomi

W Sangat setuju
Setuju

[ kurang Setuju

M Tidak Setuju

[Osangat tidak Setuju

Bagan (Pie Chart) 4.1 di atas menunjukkan bahwa hasil
Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa
salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia adalah karena
faktor ekonomi dengan rincian 19 persen sangat setuju dan 52 persen
setuju. Responden yang tidak setuju hanya minoritas yaitu; 20 persen

kurang setuju, 6 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo
(Kasi Bimas Islam Kota Makassar), peningkatan perceraian
disebabkan oleh salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Ambo
Sakka Ambo menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menyebabkan
banyaknya pasangan yang memutuskan untuk bercerai (Ambo Sakka

Ambo,2019). Hal yang menarik dijelaskan oleh Bapak Dr. Arsyad
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(Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar) tentang ekonomi sebagai
salah satu faktor penyebab perceraian. Jika selama ini, menyebut
ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab perceraian adalah
karena ekonomi pasangan suami istri yang miskin atau pas-pasan,
maka saat ini di samping kondisi ekonomi pasangan suami istri
adalah miskin atau pas-pasan, saat ini justru bertambah lagi, bukan
saja salah satu pasangan karena miskin atau pas-pasan akan tetapi
saat ini banyak pasangan bercerai karena pendapatan istri lebih baik
dari suami (wanita karir). Lebih Jauh Bapak Dr. Arsyad menjelaskan
bahwa saat ini banyak istri-istri yang berprofesi guru, karena
beberapa taahun terakhir ini meningkat pendapatan ekonominya
dibandingkan suaminya karena adanya tunjangan sertifikasi guru.
Mereka nampaknya tidak siap dengan perubahan mental atas
kenaikan gaji dengan tunjangan sertifikasi guru sehingga banyak

yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Arsyad, 2019)

b. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor
peningkatan perceraian di Indonesia. Tingkat Pendidikan pasangan
suami istri akan sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi dan
pola penangananan masalah iternal dalam keluarga. Secara teori,
semakin tinggi tingkat Pendidikan pasangan suami istri, maka akan
semakin mudah meneyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
pasangan suami istri. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap

keutuhan rumah tangga. Untuk melihat lebih jauh bagaimana



51

pengaruh Pendidikan terhadap tingkat perceraian di Indonesia,

dapat dilihat pada bagan berikut:
Bagan 4.2

Perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Faktor Pendidikan

W Sangat setuju

B Setuju

O kurang Setuju

Wl Tidak Setuju
[sangat tidak Setuju

Bagan 4.2 di atas menunjukkan bahwa hasil angket
menunjukkan bahwa hasil Angket mengonfirmasikan bahwa
mayoritas responden setuju bahwa faktor Pendidikan merupakan
faktor penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil 12,5
persen sangat setuju dan 42,5 persen setuju. Total responden yang
setuju adalah 55 persen. Sisa responden menyatakan bahwa 34
persen kurang setuju, 8,5 persen tidak setuju dan 2,5 persen sangat

tidak setuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo,

peningkatan perceraian disebabkan oleh salah satunya adalah karena
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faktor pendidikan (Ambo Sakka Ambo,2019). Pendapat Ambo Sakka
Ambo ini juga selaras dengan pendapat Kepala Kantor Kemenag
Kota Makassar, Bapak Arsyad. la menegaskan bahwa faktor
Pendidikan juga berpengaruh (Arsyad, 2019).

c. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor kurangnya

pemahaman agama

Faktor kurangnya pemahaman agama dianggap sebagai
salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat

dilihat pada bagan di bawah ini:
Bagan 4.3

Perceraian di Indonesia karena faktor Kurangnya Pemahaman

Agama

Peningkatan Perceraian Di Indonesﬁi\a Karena Faktor Kurangnya Pemahaman
gama

B Sangat setuju

[ Setuju

[CKurang Setuju

M Tidak Setuju

[ sangat tidak Setuju

Bagan 4.3 tersebut di atas mengonfirmasi tentang Hasil

Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat
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bahwa kurangnya pemahaman agama adalah salah satu penyebab
meningkatnya perceraian di Indonesia dengan 34 persen sangat
setuju, 55 persen setuju. Adapun responden yang tidak setuju bahwa
kurangnya pemahaman agama adalah penyebab tingginya
perceraian di Indonesia dengan 6,5 persen kurang setuju, 4 persen

tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju.

Menyikapi hal ini, menarik hasil wawancara dengan Bapak
Dr. Asmullah, M. Ag (Salah seorang Penghulu KUA dan Penceramah
Kondang di Kota Makassar). Ia menjelaskan bahwa dahulu di
Makassar banyak pasangan menikah dengan ekonomi pas-pasan
bahkan mereka umumnya menikah ketika masih usia muda. Namun,
justru pernikahan mereka umumnya langgeng dan bahagia, tidak
sampai bercerai. Para orang tua dulu di Makassar punya motto: “Biar
garam yang dimakan sebagai lauknya, tidak ada masalah yang
penting bahagia” (Asmullah, 2019). Penjelasan Bapak Dr. Asmullah,
M. Ag tersebut menguatkan bahwa penyebab maraknya perceraian

saat ini adalah karena kurangnya pemahaman agama.
d. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor media sosial

Faktor media sosial dianggap sebagai salah satu faktor
peningkatan perceraian di Indonesia. Media sosial merupakan sarana
komunikasi yang sangat massif mempengaruhi perilaku masyarakat
di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun
media social telah memberi manfaat sangat besar terhadap seluruh
lapisan masyarakat saat ini, namun demikian media social juga
memiliki dampak negative yang tidak sedikit. Saat ini, perceraian

juga disebabkan salah satunya oleh media social. Untuk melihat
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secara detail data perceraian disebabkan oleh faktor media social,

lebih lanjut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
Bagan 4.4

Perceraian di Indonesia karena faktor media sosial

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Faktor Media Sosial (FB, WA, DIl)

W Sangat setuju
Setuju

CKurang Setuju

[ Tidak Setuju

[ sangst tidak Setuju

Bagan 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas
responden sepakat bahwa media sosial (medsos) juga merupakan
salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil
Angket menunjukkan bahwa 31,5 persen sangat setuju, 48 persen
setuju. Minoritas responden tidak sepakat menjadikan media social
sebagai salah satu penyebab perceraian di Indonesia dengan 16
persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak

setuju.
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e. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor pernikahan
dini
Faktor pernikahan dini dianggap sebagai salah satu faktor

peningkatan perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada
bagan berikut:

Bagan 4.5

Perceraian di Indonesia karena faktor Pernikahan Dini

Peningkatan Perceraian DiIndonesia Karena Faktor Pernikahan Dini

M Sangat setuju

M setuju

O Kurang Setuju

W Tidak Setuju

[ sangat tidak Setuju

Bagan 4.5 menginformasikan bahwa hasil Angket
menunjukkan bahwa 22 persen sangat setuju, 48,5 persen setuju, 22
persen kurang setuju, 7 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak
setuyju. Hal ini menujukkan bahwa pernikahan dini ikut

menyumbang sebagai pemicu tingginya perceraian di Indonesia.

KBRN melaporkan bahwa di Takengon, Bupati Aceh Tengah
Shabela Abubakar menjelaskan bahwa pernikahan dini atau menikah

di usia dini dan tergesa-gesa, yang diistilahkan dengan nikah “kilat”
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menjadi salah satu penyebab angka perceraian masih tinggi di daerah
tersebut. Penjelasan tersebut, disampaikan Bupati Shabela Abubakar
saat menghadiri acara Gebyar Generasi Berencana (Genre) yang
diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
(BKKBN) di Gedung Olah Seni (Gos) Takengon. la menegaskan
bahwa menikah di usia muda dan tergesa-gesa dianggap cukup
mempengaruhi angka perceraian di Aceh Tengah. Mirisnya lagi
ungkap Shabela, istri yang mengajukan cerai kepada suami. Karena
“Kawin muda” ini, sehingga di Aceh Tengah merupakan salah satu
faktor penyebab meningkatnya perceraian di Aceh. Ini akibat kawin
cepat, istilahnya nikah kilat dan cerai kilat juga. Kena “petir”. Jadi ini
sebagian mengatakan sangat memalukan,” ujar Bupati Aceh Tengah
Shabela Abubakar dihadapan ratusan pelajar dan tamu undangan

kegiatan Genre. (Satiran, 2019).

f. Peningkatan Perceraian di Indonesia Karena Rendahnya

Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami/Istri

Faktor Rendahnya Pemahaman Hak dan Kewajiban
Suami/Istri dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan
perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan
berikut:

Bagan 4.6

Perceraian di Indonesia karena faktor Rendahnya Pemahaman Hak

dan Kewajiban Suami/Istri
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Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Rendahnya Pemahaman Hak
Dan Kewajiban Suamillstri

W Sangat setuju

W setuju

OKurang Setuju

Wl Tidak Setuju

O sangat ticak Setuju

Bagan 4.6 menunjukkan bahwa hasil Angket menunjukkan
bahwa 32,5 persen sangat setuju, 55 persen setuju, 3,5 persen kurang

setuju, 1 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.

D. Dampak yang Ditimbulkan atas terjadinya peningkatan

perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci
oleh Allah. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
tingkat perceraian di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia
Fasifik. Dengan tingginya perceraian di Indonesia, tentu ada dampak
buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya
perceraian berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan

bangsa.
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1. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak

Tentang perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai
dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 57,5 persen sangat
setuju, 38 persen setuju, 2 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju
dan 5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih
lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.7

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak

W sangat setuju

H setuiu

Ckurang Setuju

W Ticlak Setuju

[ sangat tidak Setuju

2. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat

Perceraian juga dianggap berdampak negative terhadap
masyarakat. Mengenai perceraian berdampak buruk terhadap
masyarakat sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12

persen sangat setuju, 60 persen setuju, 22 persen kurang setuju, 5
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persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini

dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:
Bagan 4.8

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Masyarakat

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat

M sangat setuju

[ setuju

CKurang Setuju

W Ticlak Setuju
[Osangat tidak Setuiu

3. Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara

Meskipun perceraian merupakan persoalan keluarga,
namun akibat yang ditimbulkannay juga berdampak negative pada
bangsa dan negara. Perceraian berdampak negatif terhadap bangsa
dan negara. Perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai
dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12 persen sangat
setuju, 54 persen setuju, 22,5 persen kurang setuju, 8 persen tidak
setuju dan 3,5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat

dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:
Bagan 4.9

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara
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Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Bangsa Dan Negara

M Sangat setuju

W setuju

OKurang Setuju

W Ticlak Setuju
[Osangat tidak Setuiu

E. Respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di

Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan
sebelumnya bahwa perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus
perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data
tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di
Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag,
Prof Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka
perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum
ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data
tahun 2016 sebesar 350 ribuan," wujar Muhammadiyah saat
dihubungi (Laporan Republika.co.id).
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Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia
trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik
menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3
persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal
angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi

di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com).

Lantas bagaimana sikap atau respon pemerintah terhadap
tingginya tingkat perceraian di Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan ini, Salah satu isi angket yang disebar ke responden
adalah apakah pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon
peningkatan perceraian di Indonesia? Menjawab pertanyaan
responden dengan sangat meyakinkan menjawab bahwa pemerintah
telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di

Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan bagan berikut:

Bagan 4.10
Pemerintah telah berupaya

merespon peningkatan perceraian di Indonesia
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Pemerintah Telah Melakukan Upaya Untuk Merespon Peningkatan Perceraian
Di Indonesia

W Sangat setuju

W setuju

OKurang Setuju

Wl Tidak Setuju

O sangat ticak Setuju

Bagan 4.10 di atas menggambarkan bahwa mayoritas
responden 85 persen berpandangan bahwa pemerintah telah
melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di
Indonesia. Rincian jawaban responden adalah 21,5 persen sangat
setuju, 63,5 persen setuju. Sementara itu, 10 persen kurang setuju, 4
persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Dengan
demikian mayoritas responden berpandangan bahwa pemerintah
telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di

Indonesia 85 persen sangat setuju dan setuju.

Jika mayoritas responden 85 persen berpandangan bahwa
pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan
perceraian di Indonesia, lantas usaha apa saja yang telah dilakukan
oleh pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilihat pada persentasi

jawaban responden ketika diajukan pertanyaan tersebut.
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Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemerintah telah
melakukan beberapa upaya dalam rangka merespon tingginya
perceraian di Indonesia. Di antara upaya yang telah dan sedang

dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut
1. Membuat Bimbingan Pra Nikah

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di
Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat
bimbingan pra nikah (Husrina, 2019). Bimbingan pra nikah ini
dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon
tingginya perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket
yang menunjukkan bahwa 46 persen sangat setuju, 48 persen setuju,
5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 0 persen sangat
tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan

berikut:
Bagan 4.11

Bimbingan Pra Nikah
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Bimbingan Pra Nikah Bermanfaat Untuk Mencegah Peningkatan Perceraian
Di Indonesia

M Sangat setuju
[ setuju
OKurang Setuju
Ml Tidak Setuju

Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor: DJ.I1/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan: (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan
kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah

tangga dan keluarga.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kursus Pra
Nikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam

rumah tangga.

Adapun penyelenggara Kursus Pra Nikah diatur di dalam
Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:
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(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi
keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari

Kementerian Agama;

(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah
yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan,
Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi

keagamaan Islam lainnya.

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan

instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun

dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.
Materi dan narasumber diatur dalam Pasal 8
(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok dasar
b. Kelompok Inti
c. Kelompok Penunjang

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga,
tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi

sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
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(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam

pelajaran.

Jika diamati, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas, sangat jelas dimaksudkan
untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan,

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lantas, mengapa tingkat perceraian di Indonesia masih
sangat tinggi? Ternyata salah satu jawabnnya adalah belum
maksimalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah di lapangan. Di Kota
Makassar misalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah relative sudah
berjalan dengan baik dengan secara rutin melaksanakan pelaksanaan
Kursus Pra Nikah. Bahkan pihak kemenag Kota Makassar
mengambil kebijakan dengan mewajibkan calon pengantin untuk
mengikuti Kursus Pra Nikah (Sejak tahun 2017, program ini dinamai
dengan Program Bimbingan Perkawinan). Kemenag Kota Makassar
menjadikan salah satu syarat administrasi untuk mengambil buku
nikah adalah jika calon pengantin dapat menunjukkan sertifikat
bimbingan perkawinan sebagai pertanda bahwa calon pengantin

sudah mengikuti Program Bimbingan Perkawina. (Arsyad, 2019).

Namun, apa yang dilakukan oleh Kemenag Kota Makassar
di atas tidak diikuti oleh daerah lain seperti; Kemenag Kabupaten
Gowa dan Kemenag Kabupaten Maros (Provinsi Sulawesi Selatan),

Kemenag Kota Banda Aceh, Kemenag Kota Lhokseumawe dan
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Kemenag Kabupaten Aceh Tengah (Provinsi Aceh). Beberapa daerah
lain tersebut juga melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan,
namun sifatnya sangat terbatas dan disesuaikan dengan anggaran
yang sangat terbatas. Program Bimbingan Perkawinan yang

dilaksanakan hanya sebatas anjuran saja (Juniazi, 2019).

2. Materi Khutbah Nikah Berisi penguatan keluarga dan
pencegahan Perceraian

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di
Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat
materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan pencegahan
perceraian. Materi khutbah nikah yang berisi penguatan keluarga
dan pencegahan perceraian ini dianggap sebagai upaya serius
pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia.

Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:
Bagan 4.12

Materi Khutbah Nikah Berisi

Penguatan keluarga dan pencegahan Perceraian
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Khutbah Nikah Bermanfaat Untuk Mencegah Peningkatan Perceraian Di
Indonesia

W Sangat setuju

W setuju

OKurang Setuju

Wl Tidak Setuju

O sangat ticak Setuju

Bagan 4.12 di atas menggambarkan bahwa hasil angket yang
menunjukkan bahwa 33,5 persen sangat setuju, 56 persen setuju, 8
persen kurang setuju, 1,5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat

tidak setuju.

3.  Membuat Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di
Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat
membuat lomba keluarga sakinah yang diadakan kemenag (Asy’ari,
2019). Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag dianggap
sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya
perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang
menunjukkan bahwa 28 persen sangat setuju, 53 persen setuju, 13
persen kurang setuju, 4,5 persen tidak setuju dan 1,5 persen sangat
tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan
berikut:
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Bagan 4.13

Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag

Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag Bermanfaat Untuk
Mencegah Peningkatan Perceraian Di Indonesia

M Sangat setuju

W setuju

OKurang Setuju

W Ticlak Setuju
[Osangat tidak Setuiu

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, dapat dipahami
bahwa latar belakang pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah
adalah karena Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam
pernbentukan dan pembinaan ketuarga sakinah, Keluarga akan
rnernbentuk karakter dan berrpengaruh kepada lingkungannya. Jika
karakter itu baik maka akan berpcngaruh positif kcpada
lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan
berpengaruh tidak balk pula kepada lingkungannya, karakter itu
juga akan berpengaruh luas bahkan akan mcnjelma mcnjadi karakter
bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah
adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa

yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menjadikan
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keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini
menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan
diteladani oleh rnasyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik
bagi pcnciptaan karakter bengsa yang baik dl tengah meluasnya
pengaruh budaya yang tidak sesuat dengan nilai-nilai luhur agama
dan akhlakul karirnah sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan
keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan,
tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat
Nasional.

Dasar pelaksanaan pemilihan keluarga sakinan teladan
adalah sebagai berikut:

1. Undung-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan;

2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992 teutang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera;

3. Uncang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 7004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;

5. Instrusksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan gender dalam  Pernbangunan

Nasional;



10.

11.

12.
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Keputusan Presiden Rl Nomor 88 Tahun 2002 tenrang
Rcncana Aksl Nasional Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Perubahan keempat Atas Peraturan Prcsiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia:

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negaraj

Keputusan Menteri Agama Nomnor 3 Tahun 1999
tentang Gerakan Kelurga Sakinah;

Kepurusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Menteri Agaraa nomor 373
Tahun 2002 temang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah kementertan Agama Provinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabuparen/Kota;

Peraruran Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 teniang
Organisasi dan Tara Kerja Kementerian Agama.

Sural Edaran Menteri Dalam Negerl nomor
400/54/111/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan

Gerakan Keluarga Sakinah;
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Tujuan umum dari Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

adalah: Mewujudkan keteladanan bagi keluruga muslim Indonesia

dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui

penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial

kemasyarakatan

Persyaratan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

adalah sebagai berikut:

Beragama Islam;

Pasangan suarni-isteri yang sah;

Usi pcrkawinan minimal 30 tahun:

Pendidikan minimal Sekolah Menegah
Pertama/sederajat:

Sehat jasmani dan rohani;

Belum pernah menjadl peserta pemilhan keluarga

sakikiah Tingkat Nasional.

Aspek penilaian Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam

a.

Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bldang akidah,
syariah, dan akhlak;

Menunjukan adanya kekuatan iman;

Menjalankan  ibadah  wajib dan sunnnh secara
berkesinambungan dengan penuh pengertian dan
kesadaran sebagai seorang muslim. serta berakhlak mulia;
Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah
tangga. antara lain membaca al-Ouran. memperingati hari-

hari besar Islam, balk di dalam maupun di luar rumah
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tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama
dan amal kebajlkan lainnya;

e. Mengamalkan ajaran Islam sepertl aktualisasi prilaku
akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling rnemberi
salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling
mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan
lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim,
menyantuni fakir miskin, amar makruf den nahi munkar
(berdakwah); dan ikut .serta dalam memakmurkan masjid,
tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit,
rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia) panti
anak cacat, anak terlantar dan lainnya.

f. Memberi keteladanan kepada lingkungan daJam bal
pengamalan ajaran agama.

2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa
Menghayati dan mengamalkan Pancasila:

b. Mengembangkan sikap saling menghormti dan tolong
menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;

c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi dan golongan;

d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah
mufakat;

e. Membina dan mengembangkan kesaturun dan persatuan
dalam keluarga, masyarakat dan bangsa,

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga
a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan

tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau
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seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia
dan telan kawin lagi setama 10 tahun, ia senantiasa
memelihra kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai
anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan
dididik serta berhasil;

Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia,
kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya
dengan rasa kasih saying yang tutus ikhlas, serta jujur dan
terbuka;

Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut
melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan
kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen
rumah tangga:

. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam
keluarga, rnengendalikan emosi, mencari jalan keluar
dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling
menyalahkan;

Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih
saying dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan
gotong royong;

Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian
dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak
suami dan isteri mampu membagi waktu untuk tugas-
tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rurnah tangga;
Pandai menumbuhkan, merawat dan metestarikan kasih

sayang dalam keluarga, memelihara hak milik.
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meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga,
serta meningkatkan ilmu pengetahua

h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan
anggota kelurga serta berhasil membimbing anak-anak
sebagai manusia sholeh yang mampu berperan
memberikan manfaat bagi lingkungannya.

4. Pengetahuan Umum

a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan,
GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan.

b. Dapat berkiprah dalam.masyarakat di lingkungannya serta
organisasi masyarakat Islam.

c. Dapat memberikan solusi pada  permasalahan-
permasalahan aktual  yang berkembang di tengah

masyarakat.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan
Pemilihan Keluarga Sakmah Teladan tingkat Kecamatan
dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah
Kecamatan;

b. Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri
Pcmilihan Keluarga Sakinah tingkat kecamatan;

c. KepalaKUA Kecamatan memberilahukan kepada rnasyarakat
dan ormas Islam  tingkat = Kecamatan  tentang

penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;
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d. Pemanggilan peserta Pemillhan Kcluarga Saklnah Teladan
dilaku kan oleh Panltia;

e. Proses penilaian peserta dilakukan oJeh Dewan Juri;

f. Hasil Pcmilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat kecamatan
dilaporknn kepada Camat, Kepala KUA Kecamatan
setempat, disertai dcngan datar riwayar hidup para
pemenang;

g. Pemenang I Pemilihan Keluarga sakinah Tedan tingkat
Kecamatan = menjadi  peserta  pemilihan  tingkat
Kabupaten/Kota;

h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan

dilaksanakan pada bulan -Januari s.d. bulan Maret.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. KepaJa KanKementerian Agama Kabupaten/Kota
merencanakan penyeleggaraan Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dengan
berkoordinasi kepada Pemerintah Daerab
Kabupaten/Kota;

b. KepaJa KanKementerian Agama Kabupaten/Kota
membentuk Panilia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan

Bupati/Walikota;
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Kepala KanKementenan Agama Kabupaten/Kota
memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para
Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan
Pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan  tingkat
Kabupaten/Kota:

. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan oleh Panitia;

Upacara Pembukaan Pemllihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat Kabupaten/ Kota diaksanakan dengan
menghadirkan Bupati/Walikota. Ketua Tim Penggerak
PKK tingkat Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat,
pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota, peserta
pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan tingkat
Kabupsten/Kota, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-
lain;

Proses pcnilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri,
rneliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi
Pengukuhan pemenang diumurnkan pada acara yang
diadakan khusus umuk itu;

. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat
Kabupaten/Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota,
dan Kepala KanKementerian Agama Kabupaten Kota
disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;
Pemenang 1 Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
tingkat Kabupaten/Kota menjadi peserta Pemilihan

Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;
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Pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan  tingkal
Kabup,nen/ KOla dllaksanakan pada bulan April s.d
Mei.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah

Teladan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

a.

Kepala Bidang Urusan agama Islam Provinsi
merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan Tingkat Provinsi berkoordinasi kepada
Pemerintah Daerah Provinsi;

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi
membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dengan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Agama
Provinsi atau Gubernur;

Kepala Bldang urusan Agama Isam/Ketua BP4 Provinsi
memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang
penyelenggaraan Pemillhan Keluarga Sakinah tingkat
Provinsi;

Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan Tingkat Provinsi oleh Panitia;

Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan
menghadirkan ~ Gubernur, Ketua  Penggerak PKK
tingkat Provinsi, pejabat yang terkait pengurus BP4

tingkat Provinsi tokoh masyarakat, pimpinan ormas
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Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota
Dewan Juri;

Proses penilaian peserta dilakukan oleb Dewan Juri,
meliputi penllaian tertulis, wawaacara, dan observasi;
Pengukuhan pemenang diumumken pada saat upacara
penutapan Pemilihan keluarga sakinah Teladan;
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi
dilaporkan  kepada; gubemur, Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua Bp4 Provinsi;
Proses Pemilihan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
Tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Jull;
Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
Tingkat Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga

Sakinah Teladan Tingkat Nasional

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah

Teladan Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a.

Pembentuken panitia dan penetapan Dewan Juri
ditetapkan melalui surat keputusan Dirjeen Bimas Islam;
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi tentang' Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan Tingkat Nasional

Pemanggilan para peserta Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat Nasional melalul surat Dirjen Bimas
Islam kepada Kepala kanwil Kementerian Agama

Provinsi;
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d. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri,
dengan meneliti daftar Riwayat Hidup para peserta,
seleksi tertulis dan wawancara;

e. Pengumuman pemenang diumumkan pada saat upacara
penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;

f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat
Nasional dilaporkan kepada:

1) Presiden RI;
2) Menteri Agama RI;
3) Direktur Jendera] Bimas Islam.
g. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat

Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus.

Di dalam ketentuan lebih lanjut, dijelaskan bahwa peserta
yang terpilih dalam Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan kemudian
dibina. Aturan pembinaan ini dapat dilihat pada Bab IV Pembinaan
yang berbunyi sebagai berikut:

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim
yang memegang predikat keteladanaa di daerahnya masing-masing.
Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina
kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam
berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak
sehingga anak-anakya memperoleh pendidikan secara optimal dan
menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping
Itu keluarga sakinah teladan adalah orang-crang yang mempunyai
keteladanan di dalam lingkugan masyarakatnya. Mereka mampu

membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan
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masyarakat. Aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta
berusaha dalam meningkatkan pcngetahuan den keterampllan .

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu
aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan
berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta
huruf Al-Qur'an dan huruf latin sert kegiatan Keluarga Berancana
(KB). Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan
Penanggulangan HIV /AIDS, dan lain-lainnya.

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara
Kementerian agama dan BP4 dengan Kelarga Sakinah Teladan
tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua
tingkatan dengan cara antara lain:

1. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam
kegiatan-kegitan yang diadakan oleh BP4 setempat;

2.  Memberdayalam keluarga sakinah teladan untuk lkut aktif
dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan
masyarakat dan agama;

3. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam
kepengurusan SP4 setempat:

4. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam
kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama:

5. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada
pengurus Hari-hari Besar Islam (HBI);

6. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam
kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan
Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih,
Penanggulangan HIV/ AIDS dan kegiatan laiinnya.
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7. Diikutkan dalam pelatihan medtator Perkawinan dan
Keluarga.

8. Pada masing-rnasing daerah provinsi agar didorong untuk
berpartisipasi sebsgai motivator dan penggerak kegiatan
pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan
keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan,
tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat
Nasional. Dengan latar belakang yang secara gambling diuraikan ini,
maka sangat jelas tujuan diadakannya Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah. Dengan kata lain, program kementrian
agama yang bersifat nasional ini adalah untuk mewujudkan keluarga
yang harmonis. Namun, karena keterbatasan dana, maka program ini
tidak dapat dilaksanakan secara baik dan kontinyu sehingga belum
bias memberi kontribusi nyata dalam upaya pemerintah dalam

membendung arus peningkatan perceraian di Indonesia.

4. Membuat Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin

yang diadakan Kemenag

Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang
diadakan Kemenag adalah salah satu upaya pemerintah dalam
merespon tingginya perceraian. Tentang hal ini dapat dilihat lebih

lanjut pada bagan berikut:
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Bagan 4.14
Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan

Kemenag

Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan
Kemenag bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia

M sangat setuju
E setuju
[Ckurang Setuju
W Ticlak Setuju

Bagan 4.14 di atas menunjukkan bahwa mayoritas
responden setuju bahwa modul bimbingan perkawinan untuk calon
pengantin  berperan sebagai respon pemerintah terhadap
meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan
hasil angket yang menunjukkan bahwa 34 persen sangat setuju, 54,5
persen setuju, 9,5 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 0

persen sangat tidak setuju.

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di
Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan Membuat

modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan
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Kemenag (Ahmad Marjan, 2019). Modul bimbingan perkawinan
untuk calon pengantin yang diadakan kemenag ini dianggap sebagai
upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di

Indonesia.

Isi/materi modul bimbingan perkawinan untuk calon
pengantin, secara lengkap sudah disusun oleh Direktorat Bina KUA
dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Kementrian Agama RI bekerjasama dengan
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang
dan Diklat Kementrian Agama RI. Secara umum modul ini berisi 2

modul.
1. Modul Pertama berisi:
a. Sesi 1. Perkenalan dan Kontrak Belajar

b. Sesi 2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga

Sakinah
c. Sesi3. Mengelolah Dinamika Perkawinan dalam Keluarga
d. Sesi4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
2. Modul Kedua berisi:
a. Sesil. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
b. Sesi 2. Menyiapkan Generasi Berkualitas

c. Sesi 3. Mengelolah konflik dan membangun ketahanan

keluarga

d. Sesi 4. Refleksi dan evaluasi (Qatrunnada Munawwarah dkk.,

2017)
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Menarik untuk diamati bahwa modul bimbingan
perkawinan sudah dibuat oleh kemenag RI dan telah disebarluaskan
ke seluruh kemenag kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara bertahap telah
melakukan upaya yang keras untuk merespon tingginya perceraian

di Indonesia.

Khusus untuk program bimbingan perkawinan (BIMWIN),
maka efektifitas program ini, belum bisa dipastikan sudah efektif
atau tidak karena program ini baru dimulai sekitar tahun 2017.
Untuk mengetahui efektifitas program ini diperlukan penelitian lebih
lanjut dengan membuat indikator yang tegas tentang efektifitas
program ini terutama dalam kaitannya dengan program ini dengan

ketahanan keluarga Indonesia.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah; faktor
ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya pemahaman agama,
faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor rendahnya

rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri.

Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang
ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian

berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa.

Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh
pemerintah dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan
bimbingan pra nikah, membuat materi khutbah nikah berisi
penguatan keluarga dan pencegahan perceraian, membuat
lomba keluarga sakinah yang diadakan Kemenag, Membuat
modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang

diadakan Kemenag.
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B. Saran-saran

Berdasarkan hasil Analisa data, pembahasan dan
kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah melalui kementrian agama, baik pada
tingkat provinsi maupun pada tingkat Kota/Kabupaten
disarankan agar secara konsisten dan kontinyu mencegah
peningkatan perceraian di Indonesia dengan melaksanakan

secara utuh dan komprehensif.

2. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang
diakibatkan oleh pernikahan dini, maka disarankan agar KUA

secara ketat memberikan izin pernikahan di bawah umur.

3. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang
diakibatkan oleh kurangnya pemahaman keagamaan dan
pemahaman hak dan kewajiban suami istri, maka diharapkan
agar pemerintah merancang dan melaksanakan kursus pasca

perkawinan.

4. Kepada peneliti, disarankan agar melakukan penelitian lebih
lanjut tentang bagaimana efektifitas program-program
pencegahan peningkatan perceraian di Indonesia, untuk
kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam
memutuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah di masa
yang akan dating agar dapat merespon tingginya perceraian di

Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah,
(terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah,
(terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005).

Agustin Hanafi, Perceraian; dalam Perspektif Figh dan Peundang-
Undangan Indonesia, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan
Ar-Raniry Press, 2013).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: kencana,
2011).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009).

Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, Hukum perdata Islam di
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU
No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004).

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU
No 1/1974 sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006.

Anzar Abdullah, Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif
Sejarah, Jurnal Paramita, Vol. 26 No. 1 - Tahun 2016

Atho” Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Editor), Hukum Keluarga
di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan keberanjakan UU
Modern dari Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Atjeh, Abubakar, Sekitar masuknya Islam di Indonesia, Solo:

88



89

Ramadhani, 1985.

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur-Tengah dan Kepulauan
Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan
Pemikiran Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. IV, Jakarta:
Kencana, 1998.

Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Cet. I; Jakarta: Kencana,
2003.

Fatimah Mernissi, Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan, Bandung: Mizan,
1996.

Fatmawati Fatmawati, Rahima Nurviani, & Ridha Ilham. (2018).
Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik
Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Berada pada
Tahun Awal Pernikahan. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian
Psikologi, (2), 165. https:/ /doi.org/10.21580/ pjpp.v3i2.2954

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zadul Ma'ad, (Peringkas:
Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, Zadul
Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Kong Yuangzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan
Muhibah di Nusantara, Jakarat: Pustaka Populer Obor, 2000.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data
Analysis: A Source Book of New Methods, Newbury Park: Sage
Publications, 1984.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Waspada, 1981.

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya,
1997.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet. 2,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.



90

Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, cet. 2, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014).

Muhammad Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Jilid I, Cet. I;
Medan: Iskandarmuda, 1961.

Mukhtar Mukhtar, & Yusuf Firdaus. (2019). The Effectivity Of
Marriage Guidance In Kua Citeureup To Maintain Household
Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua

Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga). al-
Afkar, (1), 119. https:/ /doi.org/10.5281/zenod0.2548734

Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan
Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan.
Jurnal Jatiswara, 33(3), 367-376.

Nasikun, dkk., Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan
Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia,
Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Qatrunnada Munawwarah, A., Nur Rofiah, Abdul Qadir, F., &
Muzayyanah, 1. (2017). Modul Bimbingan Perkawinan untuk
Calon Pengantin (I). Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat;
Bina KUA & Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag
RI

Ridhwan dan Abidin Nurdin, Proses Islamisasi Di Sulawesi Selatan
Kajian Historis Terhadap Proses Masuknya Islam Di Kerajaan
Bone, Proceeding For International Conference on Education,
Islamic Studies and Social Sciences Research 2016, Unsyiah, Aceh,
Indonesia 2016.

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah,
(Jakarta: Kencana, 2004).

Sri Ahyani. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Wawasan
Yuridika, (1), 84. https://doi.org/10.25072/jwy.v2il.164



91

Syaikh Ahmad Jad, Figih Wanita dan Kelarga, (Jakarta: Kaysa Media,
2013).

Teuku Ibrahim Alfian, Kontribusi Samudra Pasai Terhadap Studi Islam
di Asia Tenggara, Yogyakarta: CINENNETS Press, 2005.

Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, ed. In, Figih Islam;
Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-lla" Isteri Li’an, Zihar, Masa
Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2011).

Wawancara dengan Abdurrahman, Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Mariso, Kemenag Kota Makassar, Tanggal 3 Juli 2019.

Wawancara dengan Ahmad Marjan, Kasi Bimas Islam Kab Aceh
Tengah, Tanggal 18 Juli 2019.

Wawancara dengan Ambo Sakka Ambo, Kasi Bimas Islam Kota
Makassar, Tanggal 2 Juli 2019.

Wawancara dengan Arsyad, Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar,
Tanggal 3 Juli 2019.

Wawancara dengan Asmullah, Penghulu/Penyuluh Kantor
Kemenag Kota Makassar, Tanggal 4 Juli 2019.

Wawancara dengan Asy’ari, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota
Lhokseumawe, Tanggal 13 Juli 2019.

Wawancara dengan Asy’ari, Kepala Kantor Kemenag Kota Banda
Aceh, Tanggal 14 Juli 2019.

Wawancara dengan Husrina, Kantor Kemenag Kab Maros, Tanggal
10 Juli 2019.

Wawancara dengan Juniazi, Kasubbag Humas Kemenag Kota Banda
Aceh, Tanggal 14 Juli 2019.

Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kab Gowa, Tanggal 5 Juli 2019.

Wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kab Maros, Tanggal 9
Juli 2019.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. ldentitas Diri

1. | Nama Lengkap (@engangela) | pr Mursyid, S.Ag., M.HI

2. | Jenis Kelamin L/P Laki-laki

3. | Jabatan Fungsional Lektor

4, NIP 197702172005011007

5. NIDN 2017027702

6. | NIPN (D Penelit 201702770207199

7. | Tempat dan Tanggal Lahir | Manding, 17 Februari 1977

8. | E-mail mursyidmandar@ar-raniry.ac.id/
mursyidmandar@gmail.com

9. | Nomor Telepon/HP 081360104828

10. | Alamat Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry J1. Syeikh Abdur Rauf
Kopelma Darussalam Banda Aceh
23111

11. | Nomor Telepon/Faks

12. | Bidang llmu Syariah dan Hukum

13. | Program Studi Hukum Keluarga

14. | Fakultas

B. Riwayat Pendidikan

No. Uraian S1 S2 S3

1. Nama Perguruan UIN Alauddin UIN Alauddin UIN Ar-
Tinggi Makassar Makassar Raniry Banda

Aceh
2. Kota dan Negara PT | Makassar, Makassar, Banda Aceh,
Indonesia Indonesia Indonesia

3. | Bidang limu/ Tarbiyah Syari’ah Syari’ah/Figh
Program Studi Bahasa Arab Modern

4, Tahun Lulus 1999 2002 2016

91



mailto:mursyidmandar@ar-raniry.ac.id/
mailto:mursyidmandar@gmail.com

93

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No. | Tahun Judul Penelitian Sumber Dana

1. 2017 | Penyelesaian Perkara Harta Warisan di | DIPA UIN Ar-
Luar Pengadilan (Studi Kasus di | Raniry
Kecamatan Sawang Aceh Utara)

2. 2018 | Penyelesaian Sengketa Melalui Non | DIPA  UIN Ar-
Litigasi dan Ketahanan Keluarga | Raniry
dalam Masyarakat Aceh

3. 2019 | PENINGKATAN PERCERAIAN DI | DIPA UIN Ar-
INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi | Raniry
Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)

dst.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.

Tahun

Judul Pengabdian

Sumber Dana

1.

2.

3

dst.

E. Publikasi Artikel llmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

Jurnal

No. Judul Artikel lImiah Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun/Url
1 | UTIHAD  HAKIM
DALAM
PENYELESAIAN
PERKARA HARTA Ar-Raniry
BERSAMA DI .
International
MAHKAMAH Journal of 2014
SYAR’IYAH Islamic Studies
BANDA ACEH
(Analisis dengan
Pendekatan Ushul
Figh)
2.
JEJAK MAQASHID | proeeading Ar-
AL-SYARI‘AH DI Raniry
NUSANTARA: International
Melacak fugaha® | ohference on 2018
berb‘aSIS magashid a!— Islamic Studies
syari'ah dan  hasil | ARICIS 1)
ijtihadnya
3 | Implementasi Mazahib: 2016




94

Pengelolaan Zakat di Pemikiran
Aceh Hukum Islam,
IAIN
Samarinda
(Analisis  Pendapat J;g?j;rg;zir: 2017
Ibnu_ Qayyim  Al- Hukum Islam
Jauziyyah)
F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun HTebaI Penerbit
alaman
1. | Karakter Aceh dan 2017 200 Deepublish,
Kontribusinya Yogyakarta
terhadap Character
Building Bangsa
Indonesia dalam
ISlam and Local
Wisdom
2. DISKURSUS  ZAKAT 2018 452 Sahifah, Aceh
ERA AL-KHULAFA’
AL-RASYIDUN: Studi
Atas ljtihad Sahabat
Sebagai Pribadi dan
Penguasa
dst.
G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
1. PENYELESAIAN 2018 Laporan EC00201852818,
SENGKETA MELALUI Penelitian 6 November
NON LITIGASI DAN 2018
KETAHANAN
KELUARGA DALAM
MASYARAKAT ACEH
2. Diskursus Zakat Era Al- 2018 Buku EC00201823613,
Khulafa’  Al-Rasyidun: 12 Agustus 2018
Studi atas ljtihad Sahabat
sebagai  pribadi  dan




95

Oenguasa
3 PENINGKATAN 2019 Laporan EC00201977428,
PERCERAIAN DI Penelitian 23 Oktober 2019

INDONESIA (Studi
Kasus Di Provinsi Aceh
Dan Provinsi  Sulawesi
Selatan)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober

2019

Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIDN. 2017027702



96

BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1. | Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Soraya Devy,M.Ag

2. Jenis Kelamin L/P Perempuan

3. Jabatan Fungsional Lektor

4. NIP 196701291994032003

5. | NIDN 2029016701

6. NIPN (1P Peneliti) 201702770207199

7. Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 29 januari 1967

8. E-mail soraya.devy@ar-raniry.ac.id/
devysyamsuddin@gmail.com

9. Nomor Telepon/HP 08116829290

10. | Alamat Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry JI. Syeikh Abdur Rauf
Kopelma Darussalam Banda Aceh
23111

11. | Nomor Telepon/Faks

12. | Bidang limu Syariah dan Hukum

13. | Program Studi Hukum Keluarga

14. | Fakultas Syariah dan Hukum

Riwayat Pendidikan
No. Uraian S1 S2 S3
1. Nama Perguruan UIN Ar-Raniry UIN Ar-Raniry UIN Ar-
Tinggi Banda Aceh Banda Aceh Raniry
Banda Aceh
2. Kota dan Negara PT | Banda Aceh, Banda Aceh, Banda Aceh,
Indonesia Indonesia Indonesia
3. Bidang llmu/ Peradilan Syari’ah/Figh Syari’ah/Figh
Program Studi Agama Modern Modern
4, Tahun Lulus 1993 2006 2016



mailto:soraya.devy@ar-raniry.ac.id/
mailto:devysyamsuddin@gmail.com

97

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Sumber Dana
a. 2018 Persepsi Masyarakat ~ Aceh | DIPA  UIN  Ar-

Terhadap Perlindungan | Raniry
Perempuan (Analisis  Yuridis
Sosiologis Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat
b. 2019 PENINGKATAN  PERCERAIAN DI | DIPA UIN Ar-
INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi | Raniry
Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)
dst.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Sumber Dana
a.

b.
C.
dst.

E. Publikasi Artikel llmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel limiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun/Url

3. | Peran Perangkat
Desa terhadap
Pelaksanaan .
Perwalian Anak SAMARAH:
Korban Tsunami Jurnal Hukum 2018
(Studi Kasus di Kec. | Keluarga dan
Krueng Sabee, Hukum Islam
Kab.Aceh Jaya)
4. | Perceraian Nikah di
Bawah Tangan dan
Pengaruhnya SAMARAH:
terhadap '
Pengasuhan Anak Ui S 2018

(Studi Kasus di
Kecamatan
Peusangan
Kabupaten Bireun)

Keluarga dan
Hukum Islam




98

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

Tebal
No. Judul Buku Tahun Penerbit
Halaman

3. | WALI NIKAH Urutan 2017 200 Sahifah, Aceh
dan kewenangannya
dalam perpektif
Imam Madzhab

4., SISTIM  PERWALIAN 2018 424 Sahifah, Aceh
DI ACEH. Pergumulan
antara Hukum Islam,
Hukum Positif dan
Praktek Masyarakat

dst.

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1. KONSEP PENETAPAN WALI 2017 Karya tulis EC00201704271,
HARTA DALAM PEMIKIRAN (Disertasi) 10 Oktober 2017
MAZHAB SYAFI'| DAN
PRAKTEK MASYARAKAT
ACEH BESAR

2. SISTIM PERWALIAN DI ACEH; 2018 Buku EC00201823611,
Pergumulan antara Hukum 12 Agustus 2018
islam, hokum Positif dan
Praktek Masyarakat

3 PENINGKATAN PERCERAIAN 2019 Laporan EC00201977428,
DI INDONESIA (Studi Kasus Di Penelitian 23 Oktober 2019

Provinsi Aceh Dan Provinsi
Sulawesi Selatan)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Anggota Peneliti,

Dr. Soraya Devy,M.Ag
NIDN. 2029016701




DAFTAR LAMPIRAN

99



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.11/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
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Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB |



KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1)

)

(3)

(4)

()

(6)
(")

kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan
keluarga.

Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan
perempuan muslimah 16 tahun.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami,
mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul
karimabh.

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4
adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kerja
Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah
memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus
pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IlI
PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah

memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;



(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja
sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau
organisasi keagamaan Islam lainnya.

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah
dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan
baru.

Bagian Kedua
Sarana
Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda
bukti kelulusan;

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus;

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan;

BAB IV
PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan
perkawinan.

BAB V
MATERI DAN NARASUMBER
Pasal 8

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok dasar



)
©)

(4)

(1)

()

b. Kelompok Inti
c. Kelompok Penunjang

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan
ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djdmil, MA
A NIP. 195704141982031003 £
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.11/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta
pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan
adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga
turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah
keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya
jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada
lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan
mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut
keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam
mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila
memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota
keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya
nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan
keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua
calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai
peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk
kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan
perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi
rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan
pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang
calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam
rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak
berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir
dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan
singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah
satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon
pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan
rumah tangga.



Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per
tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab
Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi
dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya Kkrisis
perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas
dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan
bangsa Indonesia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM
yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena
badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam
menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga
tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah
warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen
Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan
implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi
penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian
Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah
dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda
dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon
pengantin biasanya dilakukan olen KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu
memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah
lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau
pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah
pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang
luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai
saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahterah ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional,

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;



10.

11.

12.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/111/Bangda perihal Pelaksanaan
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal
pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga
dan keluarga.

Tujuan khusus :

1.

Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan
mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon
pengantin;

Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan
calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1.

3.

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan
dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan
dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga
penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme
pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi,
narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan
kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB Il
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para
pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat
Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta
badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan
kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam
pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama.
Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura
dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah.
Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan
kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan
Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan
dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu
libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan
kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin
biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari
setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih
luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan
kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para
peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan
pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB IlI
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan
Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari
Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh
badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya
dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang
di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi



sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon
pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4
kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan
pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan
bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus
pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada
tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat
untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka
perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai
penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan
Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja
Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya,
BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu
pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4
harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV
AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi
1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra
nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat
Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Cg. Bidang Urusan Agama Islam;

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian
Agama Kabupaten/Kota Cqg. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor
Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah;



C.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh
badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

a)

b)

c)

Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & Kinerja
badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang
terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-
indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;

Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah
dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan
atau keinginan masyarakat;

Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan
berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

a)

b)
c)

Keseimbangan fokus antara kelayakan dan Kkinerja badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;

Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan
balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam
komponen yaitu:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

kurikulum dan proses belajar mengajar;
administrasi dan manajemen;
organisasi dan kelembagaan;

sarana prasarana;

ketenagaan;

pembiayaan;

peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam
beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui
prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

a)

b)

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan
akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
visitasi oleh asesor;



10.

11.

12.

a) penetapan hasil akreditasi;
b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis
yang dibuktikan dengan ijazah;

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah
ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang
kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta
kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan
keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga
pengajar;

e) profil badan/lembaga.

Hasil Akreditasi
Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan
saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk
menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan
kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan
dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran
tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam
rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah di masa mendatang.

Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat
dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan
diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya
kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati
penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi
berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.



13. Kewenganan Pengawasan

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq.
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Cq. Bidang Urusan Agama Islam

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan.

. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi
dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data
dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh
Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi
persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga
mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara,
verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan
komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat
akreditasi;

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data
pendukung);

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun,
dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai

berikut :

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait
secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk
melaksanakan tugasnya;



b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara
obyektif ke pimpinan;

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan
Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas
menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan
tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai
dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi
Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan
Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan
klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi
kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan
dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata
organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan
lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan
Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai
temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan
dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan
Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;

2. instrumen visitasi,

3. rekomendasi atas temuan,

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah
Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai
berikut:

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat
visitasi.



b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan
keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor
yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

Pembiayaan Visitasi
a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana
akreditasi;

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai
dan layak bagi tim asesor;

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh
lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian
tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana
terlampir.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus,

modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul
disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra
nikah.

Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok

penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study
kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan di lapangan.

Narasumber/pengajar

a. konsultan keluarga,

b. tokoh agama,

c. psikolog, dan

d. profesional dibidangnya.
. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana

APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara

dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan



sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana
APBN/APBD.

Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten
yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti
kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan
kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau
sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini
sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat
berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan
dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah
tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk
kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan
diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan
lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat
pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk
sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara
dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

[Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
/A NIP. 195704141982031003 £




Rujukan:
1.PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

2.UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak

3.PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS

4, Surat edaran Mendagri No. 400/564/111/Bangda Tahun
1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS

5.Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.
D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga

sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian

9. Tata Cara Rujuk



KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

JUMLAH

MATA DIKLAT KOMPETENSI INDIKATOR MATERI POKOK URAIAN MATERI JPL | Perte
muan

KELOMPOK DASAR

Kebijakan Kementerian Agama 1
tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

Kebijakan Ditjen Bimas Islam 1
tentang Pelaksanaan Kursus Pra
Nikah

Peraturan Perundangan tentang 1. UU Perkawinan & KHI| - Konsep perkawinan 1
perkawinan dan pembinaan keluarga - Azas perkawinan

- Pembatasan poligami

- Batasan usia nikah

- Pembatalan perkawinan
- Perjanjian perkawinan
- Harta bersama

- Hak dan kewajiban

- Masalah status anak

- Perkawinan campuran

- Pengertian KDRT 1

- Bentuk-bentuk KDRT

- Faktor-faktor Penyebab
KDRT

- Dampak KDRT

- Aturan Hukum

- Tanggungjawab
Pemerintah dan
keluarga 1

2. UU KDRT

3. UU Perlindungan Anak | - Pengertian anak

- Hak anak

- Kedudukan anak dalam
Islam




Hukum Munakahat

Memahami ketentuan-
ketentuan syariah tentang
fikih munakahat

(==

. Menjelaskan

Konsep dasar
perkawinan
Menjelaskan tujuan
dan hikmah
perkawinan

. Menjelaskan syarat

dan rukun nikah
Menjelaskan akad
nikah dan ljab kabul

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
suami isteri

. Menjelaskan

mu’asarah bil
ma’ruf

. Menjelaskan adab

nikah

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
orang tua terhadap
anak

Prosedur Pernikahan

KELOMPOK INTI

Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- Mampu memahami

fungsi-fungsi keluarga

- Mampu menjelaskan
secara kontekstual
fungsi-fungsi keluarga
dengan pengalaman
kehidupan perkawinan
dan keluarga

- Mampu
mengimplementasikan
dalam kehidupan
keluarga melalui action

plan

1. Fungsi Agama.

2. Fungsi Reproduksi.

1.a. Memfungsikan nilai-
nilai ajaran Islam
dalam kehidupan
rumahtangga

b. Fungsi pemeliharaan
fitrah manusia

c. Penguatan tauhid
dengan
pengembangkan
akhlakulkarimah

Fungsi reproduksi yang
didasarkan akad pertawinan




yang suci

3. Fungsi kasih sayang|3.a. Kasih sayang dan efeksi
dan afeksi. sebagai kebutuhan
dasar manusia

b. Kedekatan dan
kelekatan fisik dan
batiniah anak dan
orang tua

c. Ketertarikan kepada
lawan jenis sebagai
sunatullah

d. Kasihsayang sebagai
landasan amal sholeh
yang memberi manfaat
bagi sesama

4. Fungsi Perlindungan. | 4.a. hak dan kewajiban
suami isteri memiliki
fungsi perlindungan

b. perlindungan terhadap
anggota keluarga dari
kekerasan dan
pengabaian

c. perlindungan terhadap
hak tumbuh kembang
anak

5. Fungsi Pendidikan dan|5.a. Fungsi keluarga bagi
Sosialisasi Nilai. pembentukan karakter

b. Fungsi sosialisasi dan
transmisi nilai

c. Fungsi keteladanan dan
modeling

d. Fungsi membangun
benteng moralitas

6. Fungsi Ekonomi. 6.a. Fungsi produksi untuk
memperoleh penghasilan




7. Fungsi Sosial Budaya.

b. Fungsi pembelanjaan
untuk memenuhi
kebutuhan bagi
kelangsungan keluarga

c. Keseimbangan antara
income dan pengeluaran

d. Diperlukan tata kelola
keuangan keluarga

7.a. Keluarga sebagai unit
terkecil dan inti dari
masyarakat

b. keluarga sebagai
lingkungan sosial budaya
terkecil

c. nilai-nilai keluarga
mencerminkan nilai-nilai
dalam masyarakat

d. pengejewantahan nilai-
nilai agama

Merawat Cinta Kasih dalam
Keluarga

1. Nilai-nilai dalam
keluarga untuk me-
wujudkan mu’asyarah
bil ma’ruf :

2. Formula sukses dalam
mengelola kehidupan
perkawinan dan
keluarga

3. Komunikasi efektif
dalam pengelolaan
hubungan keluarga

1.a. larangan menyia-
nyiakan suami/isteri
b. Coolingdown
c¢. menahan diri dan
mencari solusi positif

2.a. Saling memahami
b. Saling menghargai

3.a. Diskripsi komunikasi

yang efektif

b. Komunikasi dalam
keluarga

¢. Komunikasi dalam
kehidupan sehari-hari

d. Macam-macam
komunikasi dalam
keluarga




Manajemen Konflik dalam Keluarga

1. Faktor penyebab
konflik

2. Tanda-tanda perkawinan

dalam bahaya

3. Solusi atau cara
mengatasi konflik

1.a. perbedaan kepentingan
dan kebutuhan
b. komunikasi tidak
efektif
c. hambatan penyesuaian
diri

2.a. Cekcok terus menerus
b. Cara komunikasi yang
merusak hubungan

3.a. Pasangan
b. Keluarga besar masing-
masing pihak
c. Institusi konseling

Psikologi perkawinan dan keluarga

1. Pengertian/Deskripsi

2. Upaya mencapai

keluarga sakinah

3. Membina hubungan

dalam keluarga

1.a. Pengertian psikologi
perkawinan
b. Pengertian keluarga
c. Ruang lingkup
psikologi keluarga

2.a. membentuk akhlak
luhur
b. menegakan
rumahtangga Islami
c. meningkatkan ibadah

3.a. Harmonisasi suami-

isteri

b. Orangtua dan anak

c. Anak dengan anak

d. anak dan anggota
keluarga lain

e. kebersamaan dalam
keluarga




KELOMPOK PENUNJANG

Pendekatan Andragogi

- Konsepsi

Penyusunan SAP (Satuan Acara
Pembelajaran) dan Micro Teaching

Pre Test dan Post Test

Penugasan/Rencana AKsi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

[Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
A NIP. 195704141982031003 £
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KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYRAKAT ISLAM

Bismillahirafimannirahim

Assalamu’alaikum Wr. W.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan inayahNya maka buku "Pedoman Penyelenggaraan
Kursus Pra Nikah" ini dapat terwujud dengan baik.

Gagasan penyusunan buku ini timbul karena didorong oleh
makin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena
cerai talak atau cerai gugat, sampai tahun 2010 (data dari Ditjen
Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai 251,208
pasang atau lebih dari 10% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk
sebesar 2,207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian
dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam,

Salah satu penyebab perceraian vyaitu dangkalnya
pengetahuan dan pemahaman para suamiisteri tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai
hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlzin jenis.
Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah
bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khalig,
dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan
ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut
“Mitsagan Ghalizhan” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh
dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan singkat ijab dan gabul,
dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah
warahmah. Dengan demikian nilai sakral perkawinan harus
dijaga dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya
berkurang karena prilaku yang merusak kesucian perkawinan.



Untuk mencapai cita-cita tersebut maka pasangan calon
suami isteri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka Kursus Pra
Nikah merupakan pembekalan yang baik sebelum memasuki pintu
perkawinan, karena pasangan calon pengantin diberi berbagai
pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan
hak dan kewajiban suami isteri, serta hal-hal lain menyangkulz
hubungan dengan al-Khaliq secara vertical dan dengan
lingkungannya secara horizontal.

. Kami harapkan dengan terbitnya buku pedoman ini dapat
dijadikan pedoman bagi para badan/lembaga penyelenggaran
Kursus Pra Nikah sehingga diharapkan akan menghasilkan para
Calon Pengantin yang siap mengarungi kehidupan rumah tangga
dengan berbagai rintangan yang ada.

Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat
diterbitkan tepat pada waktunya. Semogga Allah SWT senantiasa
melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Jakarta, Oktober 2011
Wassalam

26 Ar. H. Nasaruddin Umar, MA
¥Ip. 19590623 198503 1 002
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KATA PENGANTAR
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM
DAN PEMBINAAN SYARIAH

Bismillahirahmannirahim

Assalamu alaikum Wr. Wh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan inayahNya maka buku “Pedoman Penyelenggaraan
Kursus Pra Nikah” pada anggaran Tahun 2011 ini dapat
diterbitkan,

Buku ini dimaksudkan sebagai acuan pokok dalam
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan segaligus sebagai
pedoman bagi para istruktur dan lembaga Penyelenggara Kursus
Pra Nikah.

Gagasan diterbitkannya buku pedoman peraturan ini
timbul karena didorong oleh makin meningkatnya jumiah
perceraian di Indonesia baik karena cerai talak atau cerai gugat,
sampai tahun 2010 (data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung)
jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau 9% dari
jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5
tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus
meningkat cukup tajam.

Salah satu penyebab perceraian vyaitu dangkalnya
pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai
hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlain jenis.
Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah
bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khalig,
dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan
ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut

vii



"Mitsagan Ghalizhan” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh
dan luhur; ditandal dengan pelaksanaan singkat ijab dan qabul,
dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah
warahmah. Dengan demikian nilai sakral perkawinan harus
dijaga dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya
berkurang karena prilaku yang merusak kesucian perkawinan,
dengan diterbitkannya pelaturan ini diharapkan laju angka
perceraian dapat diredam.

Semoga dengan diterbitkannya peraturan ini dapat
dipedomani oleh semua pihak. Akhirnya kepada semua pihak
yang terkait dalam proses penerbitan buku pedoman ini kami
mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga Allah menjadikan
karya ini sebagai amal ibadah. Amiin.

Jakarta, Oktober 2011
Wassalam

Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah

Viil

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR D1.II / 372 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang

Mengingat

H -

4 98

bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan
kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PeraturanDirekturJenderal BimbinganMasyarakat
Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus
Pra Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2019);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) ;



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor
12, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kemnterian Negara ;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1

(2)

(3)

(4)

(3)

(e}

(7)

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan,
pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran
kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga
dan keluarga.

Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-
kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan
material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih
sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu
memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai
keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah,

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional
vang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja
Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah
mawaddah warahmah.

Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi
keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian
Agama.

Sertifikat adalah bukti otentik kelkutsertaan/kelulusan dalam
mengikuti Kursus pra nikah.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang
menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi
kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga.

BAB III
PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi
keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian
Agama;

(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah
yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan,

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi
keagamaan Islam lainnya.

(3) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun
dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua
Sarana

' Pasal 4
Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam
bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain
yang halal dan tidak mengikat;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 6

(1) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah
diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh organisasl keagamaan Islam penyelenggara kursus setelah
diregister oleh Kementerian Agama;

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
syarat kelengkapan pencatatan perkawinan,

BAB IV
PESERTA KURSUS

Pasal 7
Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon
pengantin yang sudah mendaftar di KUA dan akan melangsungkan
perkawinan.

BAB V
MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok dasar
b. Kelompok Inti
¢. Kelompok Penunjang

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.



(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga,
tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi
sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam
pelajaran.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan
diatur dalam Keputusan Direktur Urusan Agama Islam tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

JUMLAH
JPL

URAIAN MATERI

- Pambatalan perkawinan

- Parjanjian perkawinan

- Harta bersama
- Tanggungjawab Pemer-

- Bentuk-bentuk KDRT
- Faktor-faktor Penyebab
intah dan keluarga

- Konsep perkawinan

- Bzas perkawinan

- Pambatasan poligami

- Batasan usia nikah

= Hak dan kewajiban

- Masalah status anak

- Perkawinan campuran

- Pengertian KDRT
KDRT

- Dzmpak KDAT
- Aturan Hukum

MATERI POKDK

1. UU Perkawinan &
KHI

2. U KDRT

Kurikulum dan Silabus
INDIKATOR

Kementerian Agama Nomor DJ1.I1/372 Tahun 2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

KOMPETEMST

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

MATA DIKLAT
Agama tentang Pembinaan

Keluarga Sakinah
Islam tentang Pelaksanaan

Kehijakan Kementenian
Kebijakan Diben Bimas
Kursus Pra Nikah
Peraturan Perundangan
tentang perkawinan dan
pambinaan keluarga

KELOMPOK DASAR
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mahtangaa Iskarm|

. meninokatkan |badah

krfuarga [ain
&, kebersamaan dalam

[ster
b. Orangtua dan anak
L. Anak dengan amak
d. anak dan anggota
keluarngs

b, menagakan ru-
3. & Harmonisas suami-

3. Membina hubungan
dalam keluarga

- Konsepsl

KELOMPOK PENUNJANG
Penyusunan SAP (Satuam
Acara Pembelajaran) dan

Micro Teaching

Penugasan/Rancana Aksi

Pendekxatan Andragogi
Pre Test dan Post Test

1.
2.
3
4.

C.

) KEPUTUSAN DIREKTUR URUSAN AGAMA
$ ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH
! NOMOR DJ1.1I1/OT.01.3/3383/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

BAB 1
PENDAHULUAN

ggal 10 Juni 2011
F EKTUR JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta
. pada tan

:Q A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-
rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat
fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan
adanya perubahan-perubahan sosial . masyarakat. Baik
buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik
buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan
sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada
lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang
dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat
kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang
lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter
sebuah bangsa. ,

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-
masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri
dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam
mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga
dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya

———
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hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota
keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan
spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam
keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan
keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh
kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam
menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai
peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak
sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun
di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian
karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri
dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk
keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan
terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya
nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat
tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga,
sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan
baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar
masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan
baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu
mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk
kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu
upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital
sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami
secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan
rumah tangga.

Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional
mencapai 4200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen
dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh
sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon
pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi
masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya
krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang
memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang

Bl
A L

sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan
bangsa Indonesia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/
lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggqrakan
kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan
karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut
ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan
keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan k.eluar_ga
tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu
keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka
diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011
tentang Kursus Pra Nikah dan untuk penjelasan lebih Ianjut
mengenai penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui
pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dasar
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
2019);
Undang-UndangNomor 10tahun 1992tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419); _
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan
Anak;

15



10.

11.

12,

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Gerakan Keluarga Sakinah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/111/

Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga
Sakinah.

C. Tujuan

16

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah
melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan
pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah
tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untukmenyamakanpersepsibadan/lembagapenyelenggara
tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus
pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah
bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. KursusPraNikah adalah pemberianbekal pengetahuan,
pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran
kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga

2. Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan
spiritual dan material secara layak dan seimbang,
diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga
dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu
mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan
bermasayarakat

3. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari
Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan
masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara
kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang
penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah
Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan
kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi,
narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan
pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah
ditetapkan.
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BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan
sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat
Urusan Agama Islam ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan
KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan
kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat
(shot cource) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau
calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam
pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali
pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat
disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN
seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau
lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah.
Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh
negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu
sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan
Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus
pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan.
Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur
yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau
buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur
dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang
telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin
biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu
yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan
sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas
dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda
usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu

19



10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para
peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat
mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan
sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

20

BAB III
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen
Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah: bahwa
penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan,
Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga
lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah
mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra
nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi
pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya
dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi
ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam
hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator,
pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus
calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan
langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus
pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta
berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga
serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam
keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas
bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan
kepada badan/lembaga penyelenggara agar pembekalan
dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga
tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara
sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk
bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya
menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah
tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4
dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya
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badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesual keputusan
Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri,
profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4
sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4
tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis
pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena
itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus
mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.
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BAB IV
AKREDITASI KURSUS PRA NIKAH

1. Kewenangan akreditasi kursus pra nikah

a. Akreditasi di tingkat Pusat merupakan kewenangan Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah.

b. Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan
Agama Islam.

c. Akreditasi di tingkat Kabupaten / Kota merupakan
kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten /
Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan
kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais
dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan
pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan
lapangan ( visitasi).

2. Mekanisme Akreditasi Kursus Pra nikah

Badan / lembaga penyelenggara wajib diakreditasi oleh
Kementerian Agama. Pemerintah sebagai pengawas wajib
mengawasi jalannya kegiatan dimaksud, sehingga kursus
yang diberikan oleh badan/lembaga tidak semena-mena atau
maunya sendiri, tetapi harus lebih terarah dan tepat sasaran,
sehingga pembekalan kerumah tanggaan yang diberikan
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mekanisme pengusulan akreditasi disampaikan oleh
badan / lembaga penyelenggara kepada Kementerian
Agama sesuai jenjang organisasi Kementerian Agama dari
pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten / kota, badan /
lembaga ditingkat pusat dapat mengajukan usulan akreditasi
ke Dirjen Bimas Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam,
di tingkat provinsi dapat mengajukan usulan kepada Kanwil
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Kementerian Agama Cq. Kabid Urais, di tingkat Kabupaten/
Kota dan Kecamatan dapat mengajukan kepada Ka. Kemenag
Kabupaten/Kota.

. Persyaratan mendapatkan Akreditasi

Adapun syarat-syarat usulan untuk mendapatkan
akreditasi adalah;

1) Usulan/permochonan akreditasi dari Badan/lembaga
calon penyelenggara kursus pra nikah

2) Memiliki tenaga pengajar/ tutor yang memiliki
kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan
dengan ijazah

3) Memiliki kurikulumy/silabi serta bahan ajar kursus
pra nikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah ( Kementerian Agama)

4) Memiliki sarana dan pra sarana yang memadai
diantaranya:

ruang kantor/ruang belajar/kursus

media/alat bantu pembelajaran

komputer/mesin ketik

daftar registrasi peserta kursus pra nikah

papan plank lembaga dan pengumuman

buku pengelolaan keuangan

jadwal penyelenggaraan kursus pra nikah

file kepegawaian/ tenaga pengajar

Tempangw

4. Masa Berlaku Akreditasi Penyelenggaraan Kursus Para
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Nikah

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa akreditasi
yang diberikan kepada badan dan lembaga penyelenggara
kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam ayat 1 berlaku
selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan
permohonan baru.

Masa berlakunya akreditasi diberikan selama 2 tahun dan
dapat diperpanjang 2 tahun berikutnya dengan permohonan

baru., Selama masa berlakunya akreditasi tersebut pemerintah
berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap
jalannya kegiatan kursus para nikah yang diselenggarakan oleh
badan / lembaga penyelenggara, apabila dalam perjalanan 2
tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku,
pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/
teguran sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan.

. Pengawasan

a. Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Uruasan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah;

b. Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Cg. Bidang Urusan Agama
Islam.

c. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi
Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan
Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor
Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan pemeriksaan,
penilaian administratif dan kunjungan lapangan ( visitas/) di
wilayahnya.
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BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana
belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya
yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul
disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan
oleh penyelenggara kursus pra nikah.

. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dan kelompok dasar,
kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat
diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study
kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

. Narasumber/pengajar

a. konsultan keluarga,

b. tokch agama,

c. psikolog, dan

d. profesional dibidangnya.

. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal
6 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain
yang halal dan tidak mengikat.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan
kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada
badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang
untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku pemerintah
dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/
APED.
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Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran
peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak
mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu
berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan
oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi
oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah
mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan
yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 7 ayat 1, 2,
3, dan 4).

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus
sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan
telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah
diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat
tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan,
sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak waijib tetapi
sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki
sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal
pengetahuan tentang kerumahtanggaaan dan berupaya
mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi
kehidupan baru rumah tangga vyaitu dengan membekali
dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk
kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka
hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah
dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyeleng-gara
setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan
mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat
pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran
nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan
ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara

dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/
kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2011
An. Direktur Jenderal
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Pengarah

Ketua
Sekretaris

Anggota

Sekretaris

Tim Perumus

: Direktur Urusan Agama Islam

dan Pembinaan Syariah

: Drs. H. Najib Anwar, MH
: Hj. Siti Nur Azizah, M.Hum
: 1) Dra. Hj. Syakirah

2) H. Salamun Zuhri Asriv, SH
3) H. M. Adib Machrus, 5.Ag
4) H. Jajang Ridwan, MA

5) Aries Munandar, SH

: 1) Hj. Atik Ratnawati

2) Bahrun Samaidi, SH
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Perihal :Pemilihan Keluarge Sslonsh Teladan
Tingkar Nasionsgl Tabun 2011
Eepade
Yih, Kepeale Kanwil Kementerian Agama Provinai
Seluruh Indonesia

Azgalamu'alaikum Wr. Wh.

Dalam rengka mendukung Program Nesional Gerslan Kelusrga
Sakinah, Ditien Bimas Islam skan menyelenggarakan Pemilihan Kelusrga
Sakingh Teladen Tingkat Nesional tahun 2011 sebagai berikui :

1. Kegialan dircrcansken pada bulan Agustus 2011 scbegal bentuk
a.IJI'ESlEBI dan penghargean kepada pasangan suemi jsteri veng berhasil
dan berperan aktif menjadi teladan di ingkungan dan masyarakatnya.

2. Dimehon kepade Soudars untuk mempersiapksn dan melaksanakan
Pemilihen Keluarga Sekinsh Teladan mulsi dar tingkat kecamatan
sampai tingkat provinei sesuai dengan petunjuk pelaksanaan [Jukiak
terlampir;).

3. Adepun jadual pelaksensean diatur sebagal berilaat:

1. Tingkst Kecamaten, bulan Maret 2011

2. Tingkat Kabupaten/Kota, bulan April s.d. Mei 2011

3. Tingkat Pravinsi, bulan Juni a.d. awal bulan Juli 2011

4, Tingim: Nastonal, bulan Agustus 2011,

4, Menyampaikan biodata [profil) Keluarga Sekinah Teladsn yang akan
mewekili provinsi Saudara kepada Ditjen Bimas Islam Up. Direktorat
Urusan Agama Islam dan Pembinsan Sysriah peling lembat diterima
pada pertengshan bulan Juli 2011,

Demildan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan

1. Menledd Agama RI;
2. Selden Kementerian Agama;
3. Irjen Kementerian Agama;



PERATURAN DEUR JENDERAL

EIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR DJ.IIf 191 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUE FELAKSANAAN PEMILIHAN

Menimbang | &

Mengingat

EELUARGA BAKINAH TELADAN

DIREXTUR JENDERAL

EIMEBINGAN MABSYARARKAT IELAM,

bahwe dalam rangia upays mewnjudkan keteladanan
kepada para keluarga Muslim Indonesia dalam
membentulk Kelusrge yang Sskinah mawaddah
warahmah, dipandang perlu melaksanakan pemilihan
eluarga Sakinah Teladan secara Nasional;

bohwa untuk melaksanalan Pemiliban Kelusrga
Sakingh Teladan periu adanya Pedoman berupa
Petunjuk Pelaksansan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladen;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimans
di maksud dalam huruf a dan b di atas, periu
menetaplean Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyerakat Islam tentsng Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Keluarga Sgkinah Teladan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teniang
Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1592 tentang
Perkembangan Kependuduken dan Pembangunan
Keluarga Sejshters;

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2002 tentang
Perlindungan Ansk;

Undang-undang Nomor 23 Tehun 2004 tentang
Penghapusan Kekeresan dalam Rumsh Tangga;
Intrusksi Presiden Nomor § Tehun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;
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Menetapkan

KESATU

KEDLIA

KETIGA

KEEMFAT

4

10,

I3,

Lz,

Keputusan Presiden Nommor 82 Tghun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tzshun 2008 tentang
Perubahan kedelapan atas Peraturan Presiden Nomaor
10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negare;
Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tehun 1929
tentang Gerakan Keluarga Sakingh;

Keputusan Menteri Agasna nomor 480 Tahun 2008
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama
nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kamtor Wilayah Deparlemen Agama Provins
darn Kantor Departemen Agama Kabupaien/Kois;
Peratiran Menaterl Asama nomor 10 Tahun 2010
letitang Organisasi dan Tets Kerja Kementerian
Agama;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomar 400/54/
111 /Bangda perihal Pelaksanaan Pembinasn Gerakan
Reluargs Sakinah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARARKAT ISLAM TENTANG FETURJUK
PELAKSANAAN PEMILINAYN KELUARGA BARINAH
TELADAN.

Menetapkan Petunjuk Pelgksanasn Pemilihan
Eeluarge Sakingh Teladan sebagsimana tercantum
dalam Inmpiran peraturan ini.
PetunjukPelaksanzandimaksudkan sebagai pedoman
bagi pejabat, panitia, dan juri dalam melsksanakan
Pemilinan Kelugrgs Sakinah Teladan.

Segzla pembiayaan yang dikeluarkan aidbat
pelaksansan peraturan inidibebankan pada Anggaran
DIPA Ditjen Bimas Is~lam, DIPA Kanwil Kementerian
Agama Provinsi dan sumber lein yang tidak mengikat.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapksn di : Jakarta
ada tangeal 4 Mare: 2011

RUDDIN UMAR, MA
Bo03 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MAEYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/191 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
KELUARGA SAKINAH TELADAN

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan
dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk
karakter dan berpengaruh kepada lingkungannyva, jika karakter
itu baik maka akan berpengaruh positii kepada lingkungannya,
tetapi sebaliknya jika ridak baik maka akan berpengaruh tidak baik
pula kepada lingkungannya, karakter itu juga akan berpengaruh
luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsn. Masyarakat
vang terbangun dan keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat
marhamah vang selanjutnya membentulk bangsa yang baldatun
thayibatun warabbun ghafur. Untuk menjadikan keluarga bangsa
vang sakingh, maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi
penting karena keteladanan akan ditiru, diilkuti dan diteladani cleh
masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciplaan
karakter bangsa vang baik di tengah meluasnva pengaruh budayva
vang tidak sesual dengan nilai-nilai luhur agama dan akhlakul
karimah sebagai efek negatil dari globalisasi, kemajuan  ilmu
pengetahuan dan tekhnologl infjormasi dewasa ini.

Untuk membentuk keluarga sakinah teladan tersebut, perlu
diadakan pemilihan Keluarga Sakinah secara berjenjang mulai
dari tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi
sampai ke Tingkat Nasional.

Untuk pelaksenaan pemilihan Keluarga sakinah Teladan terscbut
diperlukan Pedoman Penilaian, untuk memudahkan pelaksanaan
penilaian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh
hasil yang maksimal.
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B. Dasar

10,

1y

12,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Undang-urdang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapiisan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Intrusksi Presiden Nomor9 Tahun 2000 tentang Pengarusitamaan
Cender dalam Pembangunan Nasional;

Keputusan Presiden Rl Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nzsional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
Peraturan Presiden Nomer 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudulean, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20006 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan
Keluarga Sakinah;

Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008 Perubahan
Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten | Kota;
Peraturan Menterd Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tara Kerga Kementerian Agama.

Surat Edaran Menteri Dalam Negerl nomor 400 /54 /111 Bangda
perihial Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

Tujuan

Tujuan Umum :
Mewujudkan keteladanan bagl keluarga muslim Indonesia dalam
membangunan keluarga sakinah mawadah warahmah melalui
penanaman nilai-nilai sjaran agama, akhlakul karimah dan sosial
lemagvarakatarn,

Tujuan Khusus :

1.

Untuk menyaimakan persepsi  lentang  penilaian  Pemilihan



Keluarga Sakinah Teladan diberbagai tinglkatan;

Terwujudnya pedoman schagai bahan acunan Tim Penilal dan
Dewan Juri dalam melaksanakan Penilaian pada Pemilihan
Keluarga sakinah Teladan

D. Pengertian Umum

i

Keluarga Sakinah adalah keluarga vang dibina atas perkawinan
vang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material
secara lavak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antatra
anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai

nilal keimanan, ketakwaan dan aknlak mulia dalam kehidupan
bermasyarakat.

Dewan Juri adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan
sural keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas
melakulkan penilaian terhadap peserta pemilihan keluarga
sakinah teladan.

BAE I1

PELAKSANAAN PEMILIHAN
HELUARGA SAKINAH TELADAN

A. Persyaratan Peserta dan Dewan Juri

1.

Peseria

Beragama Islam,

Pasangan suami-isteri yang sahy

Usia perkawinan minimal 30 tabiun;

Pendidikan minimal Sekolak Menegah Pertama/ sederajat;
Schat jasman dan rohant;

Belum pernah menjadi peserta pemilhan keluarga sakinah
tingleat Nasional.

. I -W -

2. Dewan Jurl

a. Beragama Islam;
b. Berusia minimal 45 tahun;

¢. Berpendidikan minimal 31 dan/atau memiliki keahlian
dibidang agama dan bidang yvang dinilai;



d. Telah berkeluarga;

e

Sehat jasmani dan rohani.

BE. T'ngau dan Tanggungjawab Dewan Juri
1. Pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Saldnah Teladan

- ¥

b,

e

d.

Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen

Bimas Islam;

Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat  Keputusan
Ka.Kanwil;

Tingkat Kabupaten /Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan
KanKementerian Agama;

Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan
Ka.KUA.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Juri Pemilihan Keluarga

Sakinah Teladan

g

b

Dewan Juri bertugas melakukan penilaian terhadap peserta
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di lingkatan masing-
masing berdasarkan kriteria dan kelentuan yang telah
ditelaplan;

Melaksanakan penilaian sesual dengan kisi-kisi dan daftar
questinner yang telah ditetapkan.

C. Aspek Penilaian
1. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama [slam

11
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b
C,

Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah,
syariah, dan akhlak;

Menunjukan adanya kekuatan iman;

Menjalankan  ibadah  wajib  dan  sunnah  secara
berkesmambungan dengan penuh pengertian dan kesadaran
sebagal seorang muslim, serta berakhlak mulia;

Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah
tangga, antara lain membaca al-Quran, memperingati hari-
hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah
tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama
dan amal kebajikan lainnya;

Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi prilaku
akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi
salam, saling menghormati, saling menyavangi, saling
mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan
lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim,
menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar



{berdalowah); dan ikut serta dalam memakmur-kan masjid,
tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakil,
rumah yatim, poliklinik, pant wreda (lanjut usia), panti anak
carcat, anak terlantar dan lainnya.

Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam hal
pengamalan ajaran agema.

2, Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa

a.
b,

LiH

d:

£,

Menghayati dan mengamalkan Pancasila;

Mengembangkan sikap saling menghormali dan tolong
menolong tanpa membedakan sulu, agama, dan bangsa;
Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi dan golongan;

Menghormeati dan melaksanakan prinsip musyawarah
mifedeat;

Membina dan mengembangkan kesatunn dan persatuan
dalam keluarga, masyarakat dan bangsa,

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tanggg

d.

Usia perkawinen minimal 30 tahun, mempunyai anak,
dan tidalk pernah cerai serta ikut mendukung program KB,
atau seorang perempuan yvang suaminyva telah meninggal
dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa
memelihara kehormatan dird (iffak), atau tidalk mempunyai
anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan
dididik serta berhasily

Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia,
kerukunan dan ketenangan dalam rumsh tangganya dengan
rasa kasih savang yang fulus ikhlas, serta jujur dan terhuka;
Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut
melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan,
serta mengatiur keuangan dan manajemen rumah tangga;
Mampu mengiptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga,
mengendalikan emosi, mencar! jalan keluar dalam kemelut
riumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;
Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih
sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan
golong rovong;

Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, kessrasian
dalam rumah rangga, terutama keluarga kedua belah pihak
suami dan isteri. mampu membagi waktu untuk tugas-tugas
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keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangge;

g. Panda: menumbubkan, merawat dan melegtarikan kasih
sayang dalam keluarga, memelihara hak milil, meningkatkan
martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan
ilmu pengetahuarn,

h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota
keluargs serta berhasil membimbing anak anak sebagai
maniisia sholeh yang mampu berperan memberikan manfaat

bagi lingkungannya.

4. Pengetahuan Umum

a. Mempunyal pengetahuan tentang perundang-undangan,
GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan.

h, Dapat berkiprah dalam masyarakat di linggungannya serta
organisasi masyarakat Islam.

c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan
-alctial vang berkembang di tengah masyarakat.

D. Metode dan Mekanisme Penilalan

L

Metode Penilalan

Penilaian meliputi:

a. Daftar riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya
yang diterima oleh Panitia yang mencakup fotocopy buku
nikah, ijazah, piagam, dan lain sebagainya;

h. Ohbservasi ke tempat kediaman peserta;

¢. Wawancara dan test tertulis;

Kriteria Penilaian secara Kuantitatil dan kuslitatif dengan Score

nilai sebagai berikut :

a. 50 -5% = Kurang

b, 60 —69 = Cukup

e, 70 - 79 = Balk

d. 80 -89 = Baik Sekali
e, 90 —100 = Istimewa.

Zobot Nilai dan Presentase Penilaian :
a. Bobot Nilai dan Presentase untul Nominasi Tingkat Wilayah.

1} Penilaian Berizas 120 %
2) Tes Tulis e
3) Wawancara T30 %



b, Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Provins

1] TesTulis ;30 %%
2] Wawancara 30 %
3] Obuelvast D20 %
4] Berkas 10 %

5] Pendapat Eesponden @ 10 %

Bahor Nilai dan Presentase Tingkat Nasional

1) Tes Tulls 25 9%
2) Wawancarg : 33 o
3) Ohservasi 30 %%
4) Berkas . 10 %%

5) Pendapat Responden @ 10 %

E. Mekanisme Penyelenggaraan

1.

Tinglar Kecamaian
Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat
Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagal berikut:

8.

™

Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggarazn
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamaten
dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri
Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecarnatan;

Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masvarakat
dan ormas [slam tingleat Kecamatan tentang penyelenggaraan
Pemilihan Keluarga sakinal Teladan;

Pemanggilan peserta Pemilihan Keluerga Sakinah Teladan
dilaleulean oleh Panitis;

Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri,

Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan
dilaporkan kepada: Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat,
disertai dengan dfatar riwayvat hidup para pemenang;
Pemenang | Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat
Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat Kabupaten/
kota;

Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan
dilaksanakan pada bulan Januari s.d. bulan Marct.

Tingkal Kabupaten /Kota
Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat
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Kabupaten /Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

" a. Kepela KanKementerian Agarmia Kabupaten/Kota
merencanakan penyelenggeraan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dengan berkoordinasi
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kols;

b. Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk
Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
tingkat Kabupaten/Koia dengan Sural Keputusdn Kepala
Kantor Kementedan Agama Kahupaten/Kota atau Sural
Keputusan Bupati/Walikota,

¢. Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota
memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Eepala
KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/kota;

d. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
oleh Panitia,

e. Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanskan dengan
menghadirian Bupati/Walikota, Ketua Tim Penggerak PHK
tingkat Kabupaten /Kota, tokoh masyarakat, pimpinan ormas
|slam tingkat Kabupaten,Kota, peserta pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Jurl,
anpgota panitia, dan lain-lain;

f Proses penilaian peserta dilakulean oleh Dewan Juri, meliputi
penilaian tertulis, wawancara, dan observasi

g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang
diadakan khusus untuk itu;

h. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten /
Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota, dan Kenala
KanKementerian Agama Kabupaten/Kota Kabupaten/Keta
disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;

i, Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tinglkat
Kabupaten /Kola menjadi peserta  Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan tingkat Provinsi;

j. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/
Kota dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.

3. Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat
Mrovinsi dilaksanakan dengan cara scbagai berilcut:



2. Kepala Bidang Urusan Agama Jsiam Provinsi merencanakan
pervelenggaraan Pemilihen Keluarga Sakingh Teladan
tingkat Provinsl dengan berkoordinasi kepada Pemerintah
Daerah Provinsi;

b. Kepals Bidang Urusan Agama Islam Provinsi membentuk
Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluargs Sakinah Teladan
tingkat Provinsi dengen Surst Keputusan Ecpala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi atan Gubernur;

c. Kepale Bidang Urusan Agama Islam/Keuta BP4 Provinsi
memberitahukan kepada seluruh BP4 Kebupeten/Kota di
wilayah Provinsivang bersangkutan tentang penyelenggaraan
Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;

d. Pemenggilen peserta Pemilihan Keluergs Sakineh Teladan
tinigkat Provinsi oleh Panitia;

e. Upacsra pembukaan Pemilihan Keluarge Sekinah Teladan
tingkat Provinsi dileksansken dengen menghadirkan
Cubernur, Ketus Tim Penggersk PKK tingkat Provinsi,
pejabiat yang terkait, pergurus BP4 tingkat Provinsi, fokoh
mesyarakst, pimpiren ormas [slam tinglkat Provinsi, semua
peseria dan anggote Dewan Juri

f. Proses penilaian peserta dilakukan ¢leh Dewan Juri, meliputi
penilaian tertulis, wawancare, dan observas);

g. Pengakuhan pemcnang diumumksn pada saat upacars
penutupan Pemilihen Keluarga Sakingh Teladan;

h. Hasil Pemilihan Keluarga Sgkinah Teladan tingkat Provinsi
dilaporkan kepads: gubernur, Kepala Kanwil Kementcrian
Apama Provinsi, dan Ketuse Bpd Provinsi;

i, Proses Pemilihan Keluarga Sekinah teladan tingket Provinst
dilaksanakan Sulan Juni s.d. Juli;

j. Pemenang | Pemilihan Kelpargs Sakinah Teladan tingiat

Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sekinah Teladan
tingkat Nasional.

Tingkat Naslonal

Penyelenggarann Pemilihan Keluarga Sskinah Teladan tingkat

naaional dilaksanakan dengan carg sebagai berilout:

a. Pembentulkan panitia dan penetapan Dewan Juri ditetapkan
melsiui surat kepntusan Dirjen Bimas [slam;

b. Penerhitan Surst Bdaran Direktur Jenderal Bimas Islam
kepage Kepals Kantor Wilayah Kemenierian Agama Provinsi
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1§

tentang Penyelenggarasn Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat nasional;

Pemanggilan para peserta Pemilihan Kelussga Sakinah
Teladan tingkat Nasional melalul surat Dirjen Bimas lslam
kepada Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi;

d. Proses penilsian peserta dilakukan oleh Dewsn Juri, dengan
meneliti Daftar Riwayat Hidup pars peserta, Eaelﬂkm tertulis
dan waWwanCcars,

€. Pengukuhen pemenang diumumkan pada saat apacars
penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;

f Hasil Pernilihan Kehiarge Sskinah Teladan tingkat Nasionel
dilaporkan kepada:

1) Presiden RI;
2) Menteri Agama RI;
3} Direktur Jenderal Bimas [slam,

k. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional
dilaksanskan pada bulan Agustas.

BAB III
PEMENANG, PENGHARGAAN DAN PENDANAAN
Pemenang

1. Penetepan pemenang dituangkean dalam keputusan Dewan Juri;
2. Pemenang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan pada setisp

e ap op

_ tingkatan terdiri dari:

Pemeneng 1
Pemenang I1
Pemenang 111
Pemenang Harapan |
Femenang Harapan 1|
Pemenang Harapan [[I

3. Keputusan Dewan Jur] tidak dapat digangsu gugat;

B. Fenghsrgaan
Kepada pemenang diberikan tanda penghargaan berupa: piala,
piagam den hadish lainnya, dengen ketentuan sebagei berikut:

1,

&L

Piagam penghergaan bagl para Pemenang Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan disiapkan oleh Panita yang ditandatangan
oleh Kepala Pemerintahan Deerah (Camat, Bupati/Walikota,



1

2]

3)

4)

Gubernur) selaku Peiindung BP4 di masing-masing tingkatan.
Untuk tingkat Nasional oleh Menteri Agama; '

Plala bagi para pemenang diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut :

Tingkat Kecamatan :

Pemeneng | : Pigle dari Camal;

Pemenang II : Piale dari Kepela KUA Kecamatan;

Pemenenglll ' Pigle dari BP4 tingkat Kecamatan.

Tingkat Kabupaten /Kota:

Pemetiang | \ Pigle dari Bupati/Walikota;

Pemeneng 11 | Piale éari Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten [/ Kote;

Pemenang [11 + Pigle dari Ketua Tim Penggérak PKK
Hngkat Kebupaten /[ Kota.

Tingkat Provinsi

Pemenzng 1 : Pigle dari Gubernur Provingi/Daerah
Istimews;

Pemenang i : Piale dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi/ Dacrah
Istimewa;

Pemenang II1 : Pials dari Ketua Tim Penggerak PKK
finglat provinsi/ Daerah Istimewa.

Tingkat Nasional:

Pemncnang [ : Piale dast Menter Agama RI;

Pemenang Il : Piale Gari Dirjen Bimas islam;

Pemenang I : Piala dari Direltur Urajs dan Binsyar.

2. Pemenangl, I1, dan 11 serta Harapan [, II, dan Il diberikan hadiah
seaual dengan kemempuan.

3. Predikat Keluarga Sakinah Teladen dapar dicabut atau dialinkan
kepads pemenang selanjuinya. apabila di kemudian hari ternyata
melakukan hal-hal yeng dapat menjatubkan predikat dan citra
Keluarga Sakinan Teladan.

C. Pendanaan
Sumber dana bagi pembigyaan penvelenggaraan kegiaten Pemilihan
Keluarga Selinah Teladan tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat
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Kabupeaten/Kota dan tingket Kecamatan bersumber dari:

DIPA masing-masing tingkatan;

Bantuan Pemerintah Daerah;

Dana BP4 masing-masing tingleatan;

Bantuan badan/lembaga lain;

Bantuan sponsor dari mitra kerja Kementerian Agema dan BP4;
Bantuan lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

S e

EBAB IV
PEMBINAAN

Keluarga Sskinah Teladan adaslah sosok keluargs muslm yang
memegang predilkkat keteladanan di daershnya maoging-masing. Mereka
adelah crang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah
tangganya dan mendidik enak-angknya dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuen dan apgsma (iptele dan imtak] sehingga anak-anaknya
memperoleh pendidikan secars optimal dan menjadi manusia yang
berguna bagi bangsa dan agama. Di samping itu keluarga sakinah teladan
adalah orang-orang yang mempunyei keteladanen di dalam lingkungen
masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunys antara kepentingan
rumah tangga dan masyaraksat, sldif berorgenisasi dan mencipiakan
katrya sosial serte berusaha dalam meningkatlkan pengetshuan dan
keterampilan.

Keluarga Sakinsh Teladen adalzh orang-orang yang sclalu aktif
dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi
dalam keglatan majelis taklim, pemberantasan bita huruf Al-Qur'an dan
buruf latin seriz kegiaten Keluarga Berancens (KB}, Usaha Perbelkan
Gizi Keluarga [UPCK), Jum'at Bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS,
dan lain-lainnys,

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungen antara Kementerian
Agama dan BP4 dengan Keluargs Sakingh Teladen tersebut perlu
dindakan pembingan terus menerus di semus lingkatun dengan cara
antara lain:

1. Mengikutsertakan Keluarga Salinah Teladan delam kegiatan-
kegialan yang diadekan oplch BP4 setempat;

18



. Memberdevakan keluargs sakinzh teladen untuk ikut aktif dan

menjadi motor penggerak dalam pembangunan masysrakst den

agama;

. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teledan dalam kepengurussn
BP4 sctemnpat; '

. Mengikutseriskan Keluarge Sakinsh Teladan dalam kegiatan Hari

Amal Bakti {(HAB) Kemeniterisn Agems;

. Mengikutsertakan Keluargs Sakingh Teladsn pada peringatan Hari-

hari Besar Islam (HBIj;

. Mengikutserteleen Kelusrga Sekinah Teladan dalam kogiatan

pemerintah seperti kegiatan Penaschatan Perkawinan dan Keluarga,

KB, UPCK, jum'sat Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan

lainnys,

. Diikutksn daiam pelatfhan mediator Perkawingn dan Keluarga.

8. Pada masing-masing deerat provinsi agar diderong untule

berpartisipasi sebagai motivater dan penggerak kegiatan
pemberdaysan keluarge di lingkungannya.

BAB Y
PERUTUOF

. Petunjuk Peclaksanzan Pemilihan Kelnarga Sakingh Teladan ind
menjadi pedoman dalam penyelenggsrasn Pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan mulai darl tingkal kecamatan, Kabupaten,/ kota,
provinsi/daerah istimewa dan tingkat nasional;

. Untuk memberikan motivasi kepeds masyarakat pengukuhan
Keluarga Sakingh Teledan dilaksanaksn dalam suatu upacara yang
khidmat dan dipublikasikan melalui media e]rirrmm.r:a dan media
cetalk

. Daftar Riwegyat Hidup dan kriteria penilaian peserta dibuat
sesual dengan contoh terlampir, dan mempekan bagian yang tak
terpisahlan dari Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Xeluarga Sakinah
Teladan Int:

. Untuk lebih meningkaitkan mutn keluarga sakingh, Kementerian
Agame dan BP4 perlu bekerjesams dengan instansl pemerintah
dan lembags,/ badan yang erat hubungannya dengsn pembinagn
keluarga seperti BKKEN. BP4, PKK, Dharma Wanita dan lain-lain
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dalam pelaksanaan pemilinan Keluarga Sakinah Teladen di semua
tingkatan:

. Ketentuan dan penjelasan lainnya akan dikeluarkan kemudian
oleh Panitin Pemilihan Keluarge Seldnah Teladan masing-masing
tingkatan.




LAMFIRAN |
DAFTAR RIWAYAT HIDLP
NONTOH FORMULIR PERNGSIAN

BIODATA PASANGAN
FPESERTA PEMILIHAN XELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/ PROVINSI/NASIONAL

17 T8 V) Ui e
Isteri Sueammi
Pas Foto Fas Foio
A4x6 4xh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/PROVINSI/ NASIONAL

TRRUN o
A. Isterl
1. Nema Lengkap R e TR
2. Tempatdan-tanggel lahir i e
3. Apgma LTy e Tty el TR e e
4. Pekerjaan i e WS T fa s | A SR N SR AR RAR R
5. Alamet tempat tinggal S v e
5. Nomor Telephon/Hp. R R R b R e
7. Hobby s s ibiesin
8. Jenjang pondidiksn dalam clan iuar negeri yang pernah dicapai:
(Lampirkan fotocepy [jazah (Piagam/Surat Keterangan)|
B.1l. Formal
;R Tahum................(Derliazah ftidak berllazah *)
DU iisestincsiriin Tahin......cc.......(DErjAzaN /tidak Derijazah *}
A R e Tahun.....couenreess[DOTjazaR (tidak berijazah %
e e 575110 IO e (berijazah/tidak berijazah *)
RN IV Lo e TRl (berijazah /tidak berijazah *)
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2 2. Non Formel/Kursus/Penataran

9. Tanggal menikeh (lampirkan fotoeopy Akta Nikah):

..........................................

10. Kegiatan Kehidupan Beregama:
- B R i R e s B
B e e R R e T e R o R e
o0 By A e PP i SO il e L, e
(o PR e e ST L R P R R RSl
11. Tanda Jass/Penghargaan vang dimiliki:
G e e e B e D e L e S Tk aas s |11 bhcka s W s e
D R e e e s pbhbant b 3127 ¢ A RO
TN L e A e SR 10 - ¢ G
& R R s (e sl S0t (R ACRRE L e
e e SAE o N B s o y e -
12, HKeakiifan dalam QOrzaniszsi Sosial Kemasvarakaten
No. Nama Organisasi Jabatan Masa Bakti
B. Spami
1. ‘NEmulEngRan: = e cimentuesmmeen s
2. Tempal dan langsal lahir ... e L T RO,
3. Agama N e v e FRer v Eots v S s
4. Pekerjaan e e b RS AN P B AT AR R AN
5. Alamst tempat tinggal LT AL AT Fe R s .
6. Nomor Telephon/Hp. =y e o S TS R
7. Habby ey e o i P L ia
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8. Jenjang pendidikan dalam clan luer negeri yeng pernah dicapai:
{Lampirkan fofocopy liazah/Piagam/Surat Keterangan|

8.1. Forngl
B viaasres Tehun........... ... (DErijazah /tidale berijazah )
| TP Hr e et Tehub. e «w{berijazah /tidalz berijazah *)
e s TRROYE e ...(berijazah /tidals berijazal ¥
f. s T2hUN..... ... [DerTiazah /tidak Derifazah ¥)
AR P Ry § - - ey (berijazah /tidak berijazah %)
E.2. Non Formal /Kurstis/ Penataran
- sl e el M e LEMANYS «vuvidevismminn:
B i T R R R e A Lamanysa
e L e i e Lamanyza ..
B wiviies AR R Tia ireina i LRI EL i svaa sasisenss
T e e o T T P rassses LEERTR

10. I{egia'tar! Kﬂhadupaﬂchgama
a. R e P e e i i
1 A e e e AR E R A e S T
e e e R T e A P TR
N S e S S e A A NN T e
11, Tanda Jasa/Peaghargaan vang dimiliki;
B e Y i T s e e b2 ¢ R A
e e e P D RO S R RO 2 iy bk e
R VB R e we e BT 1.7 & HE e e oA L
- SR M s B gk s e L 1 PR R R S
E hiaepTren] A TR P e i L T e r D e e et o

12. Kegltifan dalam Organisas Sosial Kemasyarakaian ;
No. MNama Drggaaam Jabatan Mesa Bakt
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C. Keluargs

1. Anal Kendung vang masih hidup : a. Lald-leki ............. orang
{Lampirkan fotocopy kartu keluarga) L. Perempuan ............ OT80E
ehamtal e oTang
olNama Anak Usia [ r’;m w Pekerjaan |No, Telp\Fa| Ket.
ﬂmk—anakfﬁnak Asuh:
Ly NalE: iU cciianieriiss No: Telp/ HD, i erieessios Atk
2. Nepim & e S A e R T Y 3 e o
3. Nama 1§ o e whed Mol Tela/BE. o caviciene G
N e T R s G e e e s L e e A S
5. Nama | oeeens Sl R T L P i R

2. Prestasi anak-anak dalam kagiaten keagemaan:

- RS U S el
B eSS eSS s e e
L WL Rt b v e O SO AR A e
" B s A D RO € o £
3. Namsa Orang Tua Isteri:
g, Aysh e— g iy B85 e 1 T TP
b. Ibu ) e———— . % No. TeIp/HP. ..orevvasisnnrnernranes
£, Nama Orang Tua Suami |
2. Avah PR ety e e | 5 1o 31 5% 4 i
b. Ibu s ATy TR AT TS NO. TRIPDHDi wsvisonisessarsas

D. Tetangga dan Eahabat
1. Mama-nama Tetangos :
g SEmMpPpINERANEN  : cuessses e PO D oo vy cinsi s rmsvan -
b. Samping kiri et I NO-TEID/HD. ...ooonimvennmapreses
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L]

R

¢. Sebelahdepan ... No. Telp/Hp. cressresrsesasasmrmrss

d. Sebelah belakang @ .o No.Telp/HD. isiieinnrrmmmmerrrnnsn
Nama sahabai interi vﬂng pa]mg akrab

Nama R e RN B SRR T e R
Alamat : ............... e i ey e e
Mo Teini e b e e e R e
Nama sahabat Suam.t vang paling skrsb

b‘ama """""" AAFFEN IR e TR fisdFATTEEE R AR EER B RN N ImERI ER AR ErE R
Alamat R e P Oy N oo R, e e
o) 15 4 1 e e L I s S TR % R B s e o
Nema crang }ang ditenci oleh Suami atau Isterd

Nema e R R e e ey .
Alamat = sty Z P TUL Y S an TRt b s retpan e LI
NOTENIHE. s it s pedorassesrrans R N PR
Nams orgng Fang dibkormati Sugrni atay Isterd

Namsz e s T T =
Alemat e P T e
{1 = 2 S W g e e ot e e ]
Nama orang wmg dicintai Suami atau Ister]

Name, TRt e AR R e DT R S
Alamat 9 Sl L S n e et e I e
No. Telp/HP. ©  seeeeconsricensn oo PR b A o
Wama orang yang ditokohkan Suami atau Isteri

Nama L. .0 e T SRl S FrExERn
Alamar I e AT T e o B s
I TBIETHEE 1 rrsmmen s s Sy A e AT A R RIS R

B. Mengstasi Kemeint dan Prestas!

1.

Keberhasilan dalam mengatasi kemelut kehidupan rumah tanggs
sendirl atau orang lain. (Diuraiken dalam lemberan terscndird
mesing-masing suami/iscerd).

Prestasi yvang pernah dicapal dalem berorganisasi, kegiatan
ilmiah dan kegiatan kemasyarakatan, (Diuraikan dalam lembaran
tersendiric masing-masing suami/ isteri, disertai bukti berupa
piagamn atau sertffikat).
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Mengetahul/membenarkan **)

.....................................................

.....................................................

Keterangan .
%) Corel vang ddak periu
w* QOrgarisasl yang mengutus peserta

26

...............................

Pezerta,
cap dan tanda tangan
A T IR i |
Suam
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Iater:



KISI-KISI PENILAIAN DAN DAFTAR QUESTIONER
PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
DUV s vene ensziieiiian
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LEMPIRAN T

WANLA PESSRTA

LTSRN KARFRDTA
PREVINES]

KISLKIS) EORMAT IWAWANCARA
PEMILIHAN KSLUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT e — i

LB D3PIV A AN AGAAISLAN
D AEPTH PEMRLAMAN

TARHUN e

| AN
| ESTERI'}

ww

mmg :

i [Pengartian den peri=hesmen
tmibenlaf: ookok-L0ko saran
agis irmishams pokak-pokoldi
lidomg-akiclah, syanish dan ekhisk

PENEEITIEr lslEmm

jEi Tumtuk can petuh terkadag 2jamn Allan SWT

{b, Menjalanian segafe perintah Aiah ST can

o
e Tidsk relaiulon makding

0]

Prngertlan lhasn

ra. Celzm meiaksenaken baesh kepads Allah 5907
miress selal Siihat can Seants olsh Allah ST

&, Jbade mehdah seps veng diflhat aleh adiah ST

. [Badsh palr mehdah saia yeng dithest olsh Alish
SWT

l

femameusr meryeburtkan semus rukun man,

T2, iman bepeds Abah, Wlkat, Kimk-ia, fasul
ramil, Hari A, atia dn tadas

b, Hapal & sacars baruritan

e, Hapa! £ socara Bsreitan

d; Hapsl § secars dErmnmEn

Eamampusr mengemakakan dell Msofl mntang k-
Erasin Allsh

e Wapal Sorst Al lehles dengan eremahnyz

b, Hapalsuret &l lkhkes dan sebaglzn t2rjienahma

= Hapal st & fbhles Sidak dengen tedemahys

i

KEmAmpuan irknRoutaEn e rukun Idam

|2, Hapal¥ 54 5 sacaru berurutan

b Hipal 4 secara berurutam

- Fapal 3 =2caca berurutan

d Hapal 2 s2ceta berunitan

[

Mengeizhui dan rremanam! @ye; =l qur'snvarg
manjalzsizn parintah shelst dakem wirgt A Bacareh
zyet (3]

29



|j. [Rape! Surar Al Bagaran ayat {3 terjemak dan
pEmElEmanis

. Hapal iurat Al Begerah ayar {3) dan rEremannga

e, rlagslsamapian surat Al Bagarah aye! (5] dan
sebaplsn Erjomahngg

{d. Harya napat semang perlmsh shelatigs

b Yeng wejib mengelusrian kit frah

s Drrang ruslim merdeha, memputyai telehitan
frares dart kehtuhan walam Rar reye den Ridun
g althir-hart bulan ramsehan

. Cerang muslim mardski dar mempunyai kelabihan
harta dari knbutuban realam bar mye

& Dreng mislim mesdeks

[E) Waitu waliBnye menpaiuartan saknl Ereh

. Seik mrbenam metsharl skiir Ramadhan sampal
pahakim fmem ldal Mrimelzhsansgian shalst led

. Seak mngael 1 ramadhan ssenpal ssbaliem ¥nem
idul Btr melsksnzien shalat inc

. Sajktsnzrel 1 Fzmadhan sempal terbensm
mietakmtl skhir balan Bemadhan

108 Macem-macsm Akhlsk

- Alsk mahmudsh dah akh&k medenumah

. ARl terpul

. Akblsk teroels

=]

1 JKemantapen man dam heowe
[\etoamph} dalam bectagal simas
tan kndial

1} Kemeatoson Iman

e Senanbisss reangngat Ainn SWT dolam samiz
5lioges

B. Sabor Salem mankssnakaa npgs dan
mesiirgige i Fke:

0

le. Sabardalin maserms cobasn/ ufizs

3} Hemmntapam Tagwa

& Senanfisss mejskismskan 2erath Allah dan
menjeuhi segals larmsgan-Mya, don mendsietian
ol bmpseide Alleh FHT

. Ivselsanakan perinth Allen can mensunisegels
|erarizanehiva, dan merdekatien dirl kepace Allah
ST

e

l. hasiskaarinken pethiish ARsh SWT

70

3] KeTEmpiEn mengss masaan emelut rumEn

. Nimmpu mergHzikes den pemecshanmys
maszlsh

{8, Mengstasl masalan kehiars

fe. Mengstasi masalah Ingiungzn

% [Mpteatar delam melzksimmnen

20

1} _Kemampuan menyabutkis 4 miecem iadah

Hali

‘L shaletvezll, Puase Femmedhen, att, dan Neik

b, Shakat whjik, Pussa Aamathan, dan Lk

le  Shalat walib den Punsa Ramzghan




2| Eamampusn menjeleskan matsm-macam ikadsh

pes makdhoh
5 infek danSodagak, barbust bedk kepaca 1esama
TIENIEE

fb. Whangabn silstorsiimi

|5 = Menebarkan saism

ajd

18]  Korsrpuan membsceien do's sieleh chalbt

Iz, Hapsl dengen f2sh

50

b Hagai sebagian

|z Waped do'avang lalin

131 Kemerpuen maritlsin beotamaar shast dnuba

, Untul mandasstonn samekl yang barskeh

i

. Untuk mandasetian reiek yang banpek

L |

Utk merdazatan anak yaing saleh

3]

i

etnampusn dales menciptakan
§ipaEns kEREAMBAN CElEm rursh
LENgEE

1} welakssnatan Shela berjemask

& O magjd j2usmi)

B, D Rursh (ker dan agk parempusn)

T, Miasingmaaing

2] Remampusn memdace A Qur'an

& Mampu mambeen dengan (aih

b Mampu mambeca teteal Hdai fsih

£ Mamp mesmbaes tatanl Hdak lanar

31 Mamparingsil had bessr lam

o Dibe rmanyelengssralrar seting barkher® Jemr
fglam

k. Eatung ksdeng monyuberggankan

L FHanym menghedin 52js

9] sukm menssharkan wesmeh

2 Bpdakbh dengan maten, tenags dan parEian

b, Eodulesh dergan matard dap tonass

l= Scdakeh dergan terags

b |

150 Suks mengiat pengsiian

. Hﬁ!tnmﬁn

b. Serig

e Kedans-kecarg

Lszha penirpintan smal badsh
dan iimL pongatabisn bagl cird
sendridon EAgrots keluerpa
xininys

1} Wamebhars snakyaiim

|5 Memouinies pans enak yatin

[& Wiengures enah yatim di ramal)

|= Menjsel donziur razp

[¢. ¥asanpsdarg membany

3 Mersgantund fekir milsdin

. Menyeitunl secEra rafe

b, Menymntuni sewsktu-waki

£, Meny=ntuni fies sda yarg momints

3l Arner skl sahi mnkes

31



2. - Serdaitweh/munalg

b Guru pgali

|e. Khadb

4 Pamgris DI

[ ]

b: Unsur Fenguris

i AEEDiy

5] Tempsr Pangajian/majeis Taklim

A KRES

b, Limsut Pelrguris

Es

£ ANgIom

5§ Lembagz _tndhnlm formal/nenlanmel

la Wil

| Pangurus

20

o Gone

T8

d. Donatur

71 Larnbags sosis!

2. Panibl semial

b L=mbege Pena_dian

It Lambege Kssrhatan

JUMLAH

FSPER PERILALAN

L PENGHAYATAN DAN PENCAMALAN KEHDAIFAN SSREANGEA

INDIKATOR

NIk

]

i
1

tanphuat] dan mengamalken
Pancaite

3] Nenantehi dan rafe slesia Enass

[5. ol sits keasly sampsi kelimia secara baninitan

b Hafsl giln kesaor samps’ kelina dengan tidek
ErurEn
e, el sabaglen [t ol

3 Sula menaloag orane sin

3. Sanartess membantit sesams

|h, Siska mamBan tarhadan orERT SeAgEmA

{e. Hanya mambantu dillngrungan kelusogs

3} Memgunis sanvek tamanfiehabet

= Tidzek mambedaken sl e der sgaime

S0

. i'l.ll"lfﬂ tEFiaf SESERrS

c. Hanga orang darmaian

5

i

Eaka mendengee perdapat pmng Bin

& Suka mendengar dan margindakian

b Suks mendengar sala

lo ladarm-kading

5 Besmociwarsh

b2 Bermumywwarab catam sagale hal dan
rr=labsamatanrie

b Barmpsgawarah calam hal ety den
rnlaks gmakannye

2. Barmmzymwerah dalam seegis hal tetasi vdak
relzksamalanve




2 |Fancasife tesk bartantargar
NER Ajarar SEEmE

1] Pamahaman Pancesil

Tirlek bertsntengen dengan 3jEen SEEMR

b, Digall darf aspek Yehidupan berbengss dan

e, Setis] dengar hudsy: bangse

3 Smngheystan Fanesiiz

| sk barrErtang=n dangan sEmn sEama

b Skadari Panesslls galing ber@in slis yang satuy
dengensils lainmya

. Sesial demgan ke=pribadizn bansss

{3] Pamgamalan Pancasis

|&  Mabsksimpean srmus il dalem Parssli

&, Mekigansmn sebagan

0]

¢ Mechayongan rolsh =ty

3 [Mengsizhul dan mesreham s
kerdbunan hidug Leragaiis

1) Memshamikerulonsn ingrn uml boragema

& Zallng snevighaimat dan menghargai

4, Sefing menzhormati dan mengharpnl perbedann
R

& Saling wiseg-enolong calam kpbeten

21 Wemabem| ksnsanen aoitar el beragerin

E Szling hormat mengiaematt dalam pefisdast
mi
. Saling maaghermat dan memupisk kebarsmmasa

= Kerjasese dalam kebidipan berbangss dan
bernegers

3] Memahami bafieansn snlers tmal barsgam dengen
pesrRriniEy

fe:  MEijuniung TNEE! persTuAn S50 KBSETLUEN

Ntgare ReEian 3
It Mekimnaon peature perrdEang-undssgan
berlaty

£ Menbatly Perigintah delam meakanakee
Lainbanguien

& (masadaren mencehulokan
kepentirg=n Barpsa dan Megers di
s aparitigan pribadt dan
ok ngan

1} Mienfunjurg Unggl Peisatuen dan kesptuen bang=z

¢. BekErjzseme dalsm pembangunan

b, B=nghargal pendapat orsng lain

¢, Mislarsanskan gotong Foyong

12} Mentaad hiskam

lo. Taat den patun terhadsa porsturan yang terisku

[b. Tzt maln hatim pendi

i

fc. Tazt membeyar peizk

£ |Mesndsran bermusssearah dalam
kahidupsn betkefusrgs

%) Toges dentargsung jawed siemi st

la. Memalhas keharmanisen

|b. Saling manphonmati

33



jo Exfng membimim

Kmwnji=am Sueml

|5, iembar nafkah ki dan bethin

Irmﬂmdmal dan menjzgy keluarg=

[ Meniaga benormaten

5. “Teatkepada miamt

{b. Menguusnimah taagss

fe. mieniegz keheemtan

bt

Emaaiiban Anak

la. Tegtdsn patuh teradap creng s

b, Berbust bade

&C

be  Kixndaskon peong tus

it

£ |Pengameian prindp Eidiao
EETRCIORG FOYINE

1

Hiduz bermasyaraies

&,  Saling olong nenwleag

b uiin gar' dsina

|:. Suiing mamberi dan MENSAME

Fﬁdllphzrbeﬁm!t

1, Szing tolong menalong

b, Rigkiun das samal

c. Ialrg member gan meeoma

2

Hifup markelunrgs

3. caiing mesgharmall

b, E=ling memberikiar kacih savang

. aling meselhara ksharrmntan

AURALAR

[, FERKAWIHAN Dan KEHIDUPAN BERUNMAH TANGEA

HO

LABREN PENILALAN

INHEATOR

&

perkaiwnsgl

Pengeiahies: sirang hukum

Lama ugia petkawinen

Iw: fiCureng dari 20 EzFian

E, 121+ 38 tphun

70

(C. 132 - A0 telnun

o - S0 tahum

M

Jr. [Tk Fumps arak

b. [1 2 mnek

L j¥-Sanak

ol febif cari 6 ansk

il

[Tigak mempurnysi aozk

X IM:npnls anai yatm

i {manyumbeng ke pesti ssuben

b [l Peogurus pant] asshan

i

umias Ferimiingn [kenans canal)

{19 kel (i peenan serl)




2 hall

3 kel

lsbilkr el 3 kall

2 G

wriplentt program K

a; §2 anak

b 12 onak

o |t ennk

i, [i=bit dant 4

6] |Kawin gl karess maringgsd

|a- Joerang dari 10 tahun

By

[ i1 Ghn

T

|e Jas-zo sabun

B0

. flenih darl 20 tahur

Senghayalen NEmEn tEnggs srbagal
fitrah

1} |Brrumah tngg adali sunal Reaul

[a [ietinara apama din keturamar,

an

b, {Auenanki surgaku

IS bmn'.hl:rn Fabungan kedidusgasn

W

&

Mancapai ketenangsn ha

. {Terpenuhl kebutubun biskagin

b [Torpansdi Rabotubansecal

c, [Terpenuhl keoutuhan hidup

7o

Penghayatan rumal Eogda tebaga’
unlt 5555l

1} [Tempat membing pandickan

a. frentidikan agamsa das urmum

{o. §randidikar agama

. [Fencidikar umarm

3 [Tempat mergembangkan hudaya

. Jiicrmat mengrarmat

b Jrasih smrang

e [Sopan sanmwn

3 [Tempat benmeesanarab

I I'i:lln[ betmrhubzan

b F-Ilng mangekuarkan perdagat

I lspllri manghormatl pencapat

T

H

Fpnghayatas seauk ayah dan by

1] | Secsck oyoh

. |Sebagal pemiTpin

b agal tauiadan

an

o [Sabagal palindung

b |

2} |sosct by

k] !Sel]aﬁi pendim'u_

b, agal Agur kedamatan

e fhabagal Agur st savang

7o

Lingir kstahagaan rumab Langds

1§ Tarpenchl terrua kebutissan

. Jebutuhan lahr bathin

a0

by, Il’n'nl.n.mhuﬂ lak=

. Iml.-tuhﬂ bathin

2t | Memilikl ketururan

35



Angk yang sholah

Is

Anuk yang berprestas

HEy

. [Anak vang pintar

0

e

Pllarpilar K=luargs Sikinab

1|

wter vang sholkek

3.

Taat heribadah

a3

Patiib orpos SUAR

|MEnfags kekhosmatar dif dan hara suam)

2

Suami yang bartanggure [awad

Febarrriou trmeniallalsd kel Bathin

Bljakseia

I

nelindiangl weliarga

Rizgl veng hafal

Cara mendapatkannya

=3

. [Casa inenggunakannya

o

. PBarmanfant

4

riak yang sholeh

Taat berikadah

Fatuh kepada omng tus

A
A
|1
=

[Mendoakan srang Wa

ENCETAHUAN UNUM

ASPEX PENILAAN

INDIRATOR

HILAI

Lindang-iendang Masar 1585

mahaman

Fabam den meng=re makna ULIDME

Wlegelanwi

P
N
L,
L.

Mendengar

1)

Fangheywian dan pangamalan

Meangrayah dan mengamalankar (<] UUD'AS

Mengamafican makna ksl LUDES

& | Mangrayet SURAS

Undang-undarg tefkawings

Mengetahil Undeng-undarg porkavinan

A

Dasar Merkawinan

Snlakssnakin preywinen stiubl gengin dgama

.. |Menjolin ramah targgs vang halagls

Welamplasian hawe naf

Fpa alsyerat Pevkawinan

%

Fersetujuan kedua talan mempelal, izin omang nes
beg” calon summifist=rl yang ek b usian 21
Lahiur,

Ie.

[Catan susml minfre! 18 tshon, calon [ster min, 16
tabvam

Aca putuean des Pengedilnn bagl wali sdhcl

Pancegahan perkawinan

Wl el setifu,dit=tabyi ada larengan fiksn
clan ade upEur pskiaan

a0

Diketabil pdn wrdrgan nikah dasn g e
i

= 1




- l.ﬂu:‘i unsur paksasn

Mangotahul azas-ams Undong-undieg perkawinan

3

Memberitek rumahsakges wang bahagis dan
|sakora. Hik gaami ister salmbarg, Podswinan
didazsr atas parreajuan bocun belsh pihak dan
Seciang sdami bangs haleh mempangal seorng
Sl

. [Mermtantuk rumehitangga wani Dahagla dan

|seahiers, Hak suami isteri seimbang dan
mereawinan didasar ot pefeety|uan kedua felah

ihak

Mernsartuk rumahtarggs vang bahagla dan
seiahtera, hak suami ister] meimbeng

Perkawinan didasar stes prrsofujuah keous belak
pEhak

Hutkurm peffawinan, Munshahat
arta pengadian

[} |[Huedm Perkawinan

. (L) Nomer 1 Tabue 1874, PP No.S Tahur 1975

b,

UL Homier 1 Tabun 1974

[

PP oS- Tehun 1978

il Muraksha:

LY

Tk, misaml, muibah, makub dos haram

S

aib, suniat, mubah

=

ailll cam sumal

2. Peerg

sedilan

. IPeagmdilar dgama din Pengadifan Negen

. P gadilan .ﬁl?im:l_ ==

T

‘Pengadilar Seger

Qrmas slam dan Kiprahmy=

11, Fengurs

KetiRn

1 [

L ALHSUE pERELITE

™

A Rnta

). Wiprahirys

jCranrtar

rantvatos

i
B
L

Fartisiman

3. Kmal

ttifan galami crrrad

5270 crmas

Drua Crmas

K

Tl rmmiag

BIFIF[F

Letsih darl 3 ermas

Ksaehatan Keluarga |Imunisieail

i) Kezehatan kebsarga

Usaha Mertatfoan G Kelaorge |, Bee-KB dun
areaniizag

b,

Irainbias? dan Ber-kB

(=

Ber- kKB

). Kesehatan namab

K i bilasl dan sirkalas) dan Perate rusngan

by

Wentilasl dar siroulese cem Pensla raavgen

=

Prnats fuangan

37



3}, kesehiatus lnghutgah

apotk Hdup, Ternpat sempah den Samilesi

b.

Termpat SBMDET din Sanitas)

Sanitas!

7 [Masslah sktual df tengsh
miayerakat

. {Pamagrafi dan porroalsl

Irafiking

Markehs

Bre

PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT s coerae

DENAM LR

REKAP TULASI NILATWAWANCARA

TAHUN .o

MO ASPER PEMILAIAN

FLIMLAH NILA]

[AGAMA ISLAM

i, |PERMAAHAMAN DAN FENGAMALAN ARARAN

MA TSLAM

i, [PEMAHEMAN DAN PEHGAMALAN RIARAN

ANGGA

ik, |PERKAWINAN DAN KEHIGUPAN BERLUMAH

. |rmmu.l.n URALIA

38




Lamsipiran 11

KI5i-KIS| DAFTAR QUESTIONER PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

=5

Keaktifar dalam organisesl

Orpesisasi lslam alu Rinnya

Sebagal Kels
|Eﬂrﬁlur||.

| Pl

TINGKAT cioernee eninn esisiamn
NANS SLAMEISTRI
ALAMAT
KABLPATENKOTA
PROVING]

o, Aupek Penilaiwn Indikalor Score Hilai
1 1 F1 4 b
1 |Penddiken Formal 53 20

52 2
| R 20
I5LTh Sedempsl 15
2LTF Sedera)at 7
1 |Pendidikan Mon Foimal Mursus Level [ntarnashonal 30
FPeraiaran
Level Nagiors! ]
(B 2
Level Kabupaten' kote 15
Level KecamalanTesa i
3 [Menikah 1 kali_Mikah 40
Z kall Wikah 30
3 joalt hikeh 20
4 hall Kikah i
4 |Lama parnikahan 1 - 10 Tahun 10
11 = 70 Takhun 20
21 - 30 Eakum an
31 - ke olas A
5 |Kegiatan Kehidupan Beragama Ormas lslsm
Sebapai Kelua A0
Smitwiarks ao
Bandahara )
T 10
B |Tands Jasa'Penghargean yang Level Intarnasichal a0
dirnilik:
Hasional 2
........... 20
lah Kola 15
Kacamatan/Jesa 10
A0
a0




40

Barsih tapi kumeng pentilast 42

H'l.l'll'lﬂ persin 10

6 [Penalan Rusngen | Tartata cangan rapih 50

Tertasa tatanl tidak rapih au

> Kurang telats an

10 [Dekorasl Rumah Berniansa tekami 50

Hlirang merserminkan nuansa lesm o

D koras! nalural o

11 |Pepusiakean Terdapat buky Umum dir agama b

Terdapal buku agams a8 n

Terdapal buky Umum 3o =

12 [Halaman [ Tamaman bertala dergan rapih 50

Tans man terata wiap kuiang =pelites 1]

27 halarman tetapl tdak diamml 20

13 {3 Aoa Kolnk Dbat gengan isin 50

Aca kotak obal tetapl licak barisi 1]

Tidak aca kotak abal telapi ada obat-abatan i

1d [Cara menerima Tamud Beik, gapan dan mmah &0

St pan =lani kurang amat n

Hurang ramah 20

15 jHutungen dengan keluarga | Bk Eft

Cusup 0

Kararsg it}

16 |Hubungan dengan Tetanggs Haik 53

Cukup 1)

Kirang por

17 |Huburgan dengan masyarakat - 5
sakitar

Cukig ]

Karang B

18 |Gaya Hdup'Pola Hidup Mo'wah e )

Swedeipwna in

Riara sajs sesla) dengan temampuan i)

18 |Sikap sl dergan tetangsa | Baalls 50

Cukup 3

Kurang 20

20 |Siwap sosial mnganmasgaracal  |Baik a0

[cakup a0

. {Kurang 20

2% |Lpaya unluk meningkatkan [‘Barunarl merambah penghasiEn &0

kesefabileaan han 't prngrasian yang ada an

uktif 0

22 Llamlbah Anak 1.2 0

3.4 30

ik dari 5 50

23 {Parmtenaan Anehl Aak Asuh Ir'un:- anak kardung don anok asdb o]

Puryya anak kandung dan bdak ads ansk ssuh | 30

Eurrfa anak asuh, lldmk piriya ansh kandung 20

24 Lurmiah snak Ssuh 1-2 0

4 0

kbl dar § 30




Prastas) Anak dakm paadidkan

53

B2

|51 5 edemjal

SLTA [Sederalast

SLTPiEademat

S0 iBadarajat

268

Prostas! Aok falem keglalzn
keagamaan

Kyal' Pengatiih pesantisn

Mubaligh'Khotia

U ngafidad

PanguruE Mo DM

= il Sl e el =

JUMLAH

CEWAN JUR|

41



Lampdran

KISEKIS| FORMAT OBSERVASI PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

42

TIRGEAT i o bt i e
TAHUN i
MAMA SLIAMIISTRI e —— e
ALAMAT
KaABLIPATENKOTA
RS & L AT L e
HO ASFEK PENILAIAN SCORE | JUMLAH
;] 3 & -]
T [Faniian rama 53 30
52 23
SliSedamial 20
SLTA (Bedommjal S e =
GLTR Eaderafat 7
% |Pondidikan Mon Fomral | Level Intermasicnal 1]
Kumaais /Perataran Leyml Makianal 5
Leval Provinel -
Level Kabupaten/kota 15
Level Kesamatan/Deca 10
3 [M=nikak 1 kali Hikah 40
2 kall Sikah 3o
|3 kall Nikah 20
4 kal \kah_ 10
4 |Lama parnikabnn 1 =« 10 Tahun 10
11 = 30 Tahwn 20
-~ 30 bahun 30
31 - ke atas 40
5 |Kealsian Kehidupan Beragams Cirmas {slam
Eabapgal <eia 40
Sodrglaris 30
Bodatbarg pui ]
iy 10
6 [Tanda J:;ﬁurwnrpan ¥ang Lewgl Infemasional a0
ik
Masioal =
Prov s 20
rankoE 15
Fecamatan/Desa i
7 |Keakiitan daiam organsas Orgasizas] Islam atau nnyn
B | Ketua 40
akrelare 30
Bendabara == 20 e
Anggota 10
B [Keadaar Rumah Fursuh dan memenubl $yanat En
ssabatan
Barsih lapl kurang pentlasi 40 1
Kirang bersih ] |
& [Penataan Ruangan Tertala dengan r@oih 50




Tarats tatag fldak rapih
It-cmnn te tala

1@

Devorasl Ruman

Bemiansa lstam

Hurang mancarminkan nuanss
lsta

Dekoral natural

i1

Perpustakaan

Terdagat biky vmom dan
ma

| Terdapat buku agama saja

Terdagat buky umum sajs

12

Halwman

Tanaman tartats dengan apl

Tanamsn teriats tetap kurang
larpakhars

Ada hataman o) tidak
aitasiami

Ada Fclak Cbat jengkap dengan|
|winva

Ada kidak obat tetspl tidak
berisi

8| B |8 BEs 8 8] 8 |&us

=

Tidak eda kosa¥ obal tetagi 2da
abai-abainn

14

Cars menerima [amu

15

Hubunpan dengan el

Baik, sapan din rmah

Sopan tetapl kurang ramah

JHurang raman

Eaik

Lo

Hurang

18

Hubhngan dengan Trtanpgs

Eak

Gikg

Eulang

W

Hubiunpan diengan masyarskal
|e=kiiar

|E=ik

Sukig:

iRurang

Gaya HidupFols Hdup

|MI'HII‘|
Federhaa

|Eiata naja sesuai dergan
g T ruEn

20

ESkap sosial dengan EEnggs

Siap soskl dergan masrarakal '}Eﬂ

Eaik

Cukup

Kurang

Cukup

Kurang

HisiE HinE 2 sEEE] S BBEEEEEEEE

21

Upaya unluk meningkatkan
kesejakteman

Jurmiah Anak

Earupaya manambah
panghasilan

i
=

Merggrinakan penghaslan yang
Ll

Kuang produktd

0

-2

20

ik

an

lehif darl 5

23

Pembirsan Anakl Anek Asuh

Funys: angk kandurg san anak
R

50

43



i anak karmdting dan Sdek

3
L=

2 | =mbege Pendivan Foma

IFUT
 ansk asuh, ek punye =
ekt lcandizng

24 [Jumlah Ak Asuh 1.2 i)

34 30

Jebin dar 5 83

2% {Presias! Anak dakm penaidikan e

=2 -]

S1iSederat 2

SLTF /Baduralal 13

{EL TR Baderaial )

EiD |Elk!'lj!1‘ 3

56 |Preckea Anas dal=m kepleiEn il Pnmme i o]

onmrmsn a8

a0

10

27 |i=mpst Pengajisn =0
ET

=

26 (W=maihars snak yabm Exl

0

-

x
=

=

o

A

aa .JI'I“FI mﬁl Men Formad  |Fessnien B
[Aadrasah Dinlyeh x

PEnsLfan snak-srak 20

31 |LembsgR Sasi Paail Zosal =0
L=mhars Pancidikan =

Lembags Hasahaian 5

22 [Cmas lskm Kebz )
Panguries )

la! i1

I |ferikuran erier mst bersgeme  [Mangharmati i
Pegiufi gar sidil 20

Membarkan g

B4 |Remekit Felussen Eiss menpatasi 50
T B 40

Burarng padul 19

35 [Masaish skl |enyikap dengan serhes 0
Kursnig Pedul 20

Tk mhil 10

%5 [Parnograh ibieylkap| dengen seris 10
| Kirmng Peduli ie)

tahii )

37 [Ponoaksi i n s=is T
Fadul 20

Tidzk =hi

=




32 [Norkaba

Masiikapi dengen ssrive

Kirang Podill

Tt tahu

] zeriuE

ity Pecdull
ITunk tahu

W E2rlus

Fedull

THEk e

= =1l S E e B3 Y

Feiua

DEVVAN JURE




TIM PENYUESUN DAN PENYEMPURNAAN NASKAH
FETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

TAHUN 2011
Susunan Tim
Pengarah . Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Ketua : Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag
Sekretaris : Drs. H. Najib Anwar, MH
Tim v 1. Prof Dr. LA Mubarsls, MA
2. Drs, H, Muhaimin Luthfie, MM
3. Dra. Hj. Nurhayati Djamas, MA
4, Radl Sastrowirdjono, SH
5. Dra. Hj. Zubaidah Muchtar
Selcrerariat ¢ 1. Dra. Hj. Syakirah
2. Hj. Siti Nur Azizah, SH, M.Hum



	Mursyid_Laporan Penelitian Lengkap_2019.pdf (p.1-108)
	1. perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf (p.109-130)
	2. Buku PDF pedoman penyelenggaraan kurrsus pranikah-2011.pdf (p.131-150)
	NPSCN001.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN001(2).pdf
	NPSCN001(3).pdf
	NPSCN001(4).pdf
	NPSCN001(5).pdf
	NPSCN001(6).pdf
	NPSCN001(7).pdf
	NPSCN001(8).pdf
	NPSCN001(9).pdf
	NPSCN001(10).pdf
	NPSCN001(11).pdf
	NPSCN001(12).pdf
	NPSCN001(13).pdf
	NPSCN001(14).pdf
	NPSCN001(15).pdf
	NPSCN001(16).pdf
	NPSCN001(17).pdf
	NPSCN001(18).pdf
	NPSCN001(19).pdf

	3. Buku PDF_petunjuk pelaksana pemilihan keluarga sakinah teladan-2011.pdf (p.151-195)
	sampul petunjuk pelaksana pemilihan keluarga sakinah teladan-2011.pdf
	NPSCN001.pdf

	Untitled(1).pdf
	NPSCN001.pdf
	NPSCN001(1).pdf
	NPSCN001(2).pdf
	NPSCN001(3).pdf
	NPSCN001(4).pdf
	NPSCN001(5).pdf
	NPSCN001(6).pdf
	NPSCN001(7).pdf
	NPSCN001(8).pdf
	NPSCN001(9).pdf
	NPSCN001(10).pdf
	NPSCN001(11).pdf
	NPSCN001(12).pdf
	NPSCN001(13).pdf
	NPSCN001(14).pdf
	NPSCN001(15).pdf
	NPSCN001(16).pdf
	NPSCN001(17).pdf
	NPSCN001(18).pdf
	NPSCN001(19).pdf
	NPSCN001(20).pdf
	NPSCN001(21).pdf
	NPSCN001(22).pdf
	NPSCN001(23).pdf
	NPSCN001(24).pdf
	NPSCN001(25).pdf
	NPSCN001(26).pdf
	NPSCN001(27).pdf
	NPSCN001(28).pdf
	NPSCN001(29).pdf
	NPSCN001(30).pdf
	NPSCN001(31).pdf
	NPSCN001(32).pdf
	NPSCN001(33).pdf
	NPSCN001(34).pdf
	NPSCN001(35).pdf
	NPSCN001(36).pdf
	NPSCN001(37).pdf
	NPSCN001(38).pdf
	NPSCN001(39).pdf
	NPSCN001(40).pdf
	NPSCN001(41).pdf
	NPSCN001(42).pdf
	NPSCN001(43).pdf



